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KATA PENGANTAR

Sebagaimana dikemukakan dalam Kata Pengantar Buku
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendidikan
Tinggi di Indenesia, jilid I, vyang diterbitkan oleh
Sekreteriat PP-BMPTSI Jakarta, 1992 vyang lalu dikandung
maksud, bahwa buku "Himpunan" ini tiap akhir tahun akan
ditinjau kembali untuk penyempurnaannya.

Jilid IT buku "Himpunan" vyang kini ada di tangan
pembaca, merupakan pemenuhan janji tersebut di atas dalam
arti babwa buku "Himpunan" jilid II ini merupakan kelanjutan
atau kelengkapan dari buku "Himpunan" jilid T,

Sebagai suatu kelanjutan atau kelengkapan Jilid II buku
"Himpunan” ini berisi sejumlah produk peraturan perundang-
undangan di bidang pendidikan tinggi di Indonesia yang
xeseluruhannya berjumlah 63 buah, terdiri atas 1 Surat
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Panglima Angkatan Bersenjata RI, 23 Keputusan Manteri
Pendidikan dan Kebudayaan, 1 Surat Edaran Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, 28 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi dan 10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi, yvang terbit sejak Januari s/d Desember 1993.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang
telah memberikan bantuan sehingga jilid II buku "Himpunan®
ini dapat diterbitkan.

Dikandung maksud babwa jilid IT ini akan disempurnakan
lagi dengan jilid-jilid berikutnya &i tabun-tahun mendatang.

Jakarta, 0l Februari 1994
Sekretariat PP-BMPTSI






KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ....

DAFTAR ISI

A. KEPUTUSAN MENTERI

1.

Keputusan

Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

dan Panglima Angkatan Bersenjata RI

Homor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

0108/U/1992 -~ Kep/01/11/1952

22 Februari 1992

Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengem-
bangan serta Jasa-Jasa lain di bidang Ilmu
pPengetahuan dan Teknologl ..................

Menteri Pendidikan dan XKebudayaan RI.
01C¢9/U/719%92

25 Februari 1992

Kerjasama Antar Perguruan Tinggi ...........

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
0183/U/1992

2 April 1992

Syarat dan Prosedur bagi warga negara asing
untuk menjadi mahasiswa pada perguruan
tinggi ai Indonesia ....... s setea e

Menteri Pendidikan dan Kebudavaan RI
¢300/0/1992

T Juli 1992

Perincian Tugas Sekretariat Pelaksana,
Bagian dan sub Bagian di lingkungan
Koodinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan .............evnn.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
0349/0/1992

24 Agustus 1992

Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi untuk atas nama Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan menanda tangani
Penetapan Pendirian Perguruan Tinggi dan
Fakultas yang diselenggarakan oleh Hasya-
=

Henteri Pendidikan dan Kebudayaabn RI
023/U/1993

21 Januvari 1993

Pembinaan Fakultas Kedokteran di Perguruan
B T £ 5

10

14

31

33



10.

11.

12,

13.

14.

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Homor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Komor
Tanggal
Tentang :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
036/U/1993

9 Pebruari 1993

Galar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
053/U/1993

17 Februari 1993

Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan
A 2 Y= 1= P

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
17/D/0/1993

24 Pebruari 1993

Kurikulum yang berlaku secara nasional Pen-
didikan Tinggi Program Sarjana Bidang Tlmu
Hukum pada Fakultas Hukum ........ccocnnnans

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
18/D/0/1593

27 Februaril 1993

Kurikulum yang berlaku secara nasional
program pendidikan Psikologi pada Fakultas
PEIKOLIOgL v e e i s

HMenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
0Z24/0/0/1953

20 april 19%3

Pembentukan Program HMagister Manajemen pada
Program Pasca Sarjana Universitas Pancasila.

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
38/0D/0/1993

20 April 1953

pPembentukan Program Magister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekalah Tinggi
Hanajemen Prastya Hulya di Jakarta .........

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
3I9/0/0/1993

20 April 1993

Pembentukan Program Magister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi
Manajemen " PPM " di Jakarta ...............

Menteri Pendidikan dan RKebudayaan RI.
40/D/0/1993

20 April 1993

Pembentukan Program Magister Manajemen Pada
Program Pasca sarjana Sekolah Tinggi
Manajemen "™ IPMI " di Jakarta .............-

36

49

58

64

71

74

77

80

11



15.

16,

17.

18.

19.

20.

21.

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Homor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
41/D/0/1993

20 April 1993

Pembentukan Program Magister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi
Hanajemen " YAI ™ di Jakarta ...............

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
42/D/0/1993

20 April 1993

Pembentukan Program Hagister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi
Manajemen Labora di Jakarta ....,............

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
78/D/0/1993

12 Juli 1993

Pembentukan Program Magister Hukum Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum "LPIHM-IBLM" yang diselenggarakan oleh
Yayasan Pengembangan Ilmu Hukum dan
Hanajemen di Jakarta ....ovvvrnrnvnnnennnnnn.

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
79/b/0/1593

i2 Juli 1993

Pembentukan Program Magister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Iilmu
Ekonomi " IPWI " yany dieselenggarakan oleh
Yayasan Pengembangan Wiraswasta Indcnesia di
Jakarta ...t it it i, Veenarenaan

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
87/D/0/19%3

23 Juli 1993

Pembentukan Program Magister Hanajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi " IGI " vyang diselenggarakan oleh
Yayasan Golden Kusantara di Jakarta ........

Henteri Pendidikan dan Febudayaan RI.
10%/D/0/1993

16 Agustus 1993

Pembentukan Program Magister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi
Hanajemen " IMNI " di Jakarta ..............

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
110/D/0/1993

16 Agustus 1993

Pembentukan Program Magister HManaiemen Pada
Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Bsa Unggul di Jakarta ......................

83

g6

8%

92

95

98

101



22,

23,

24,

Keputusan
Homor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang :

Keputusan

Nomor
Tanggal
Tentany

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
131/D/0/1993

11 September 1993

Pembentukan Program Magister Hanajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu
Bkonemi Ganesha vyang diselenggarakan ocleh
Yayasan Graha Ganesha di Jakarta ...........

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
132/D/0/1993

11 September 19%3

Pembentukan Program Hagister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi
Manajemen " IMMI " yang diselenggarakan oleh
Yayasan Manajemen Mitra Indonesia di Jakarta

Henteri Pendidikan dan Kebhudayvaan RI

16¢/D/0/1993
B Desember 1993
Pembentukan Program Magister Komputer

Program Studi Teknik Informatika Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi
Teknologil Informasi Benarif Indonesia vyang
diselenggarakan oleh Yayasan Banarif
Indonesia di Jakarta .......veirvireniannannn

B. SURAT EDARAN MHMENTERI

Surat Edaran Henteri Pendidiksn dan Rebudayaan RI

Homor
Tanggal
Tentang

52/MPR/92
3 Maret 1992
Pedoman Pemberian Gelar Doctor Honecris Causa

C. KEPUTUSAN DIRERTUR JENDERAL PENDIDIRAN TINGGI

1.

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Hemer
Tanggal
Tentang

Xeputusan
Homor
Tanggal
Tentang

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
72/DIKTI/Kep/1992

21 Haret 1992

Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama antar
Perguruan Tinggil .....cceveicmnnenmannanannnn

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
134/DIKTI/Kep/1992

25 April 1992

Penjelasan Keputusan Menteri Pendidikan dan
¥ebudayaan Nomor. 0686/10/1991 tentang
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi .........

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
183/DIRKTI/Xep/1992

30 Mei 1992

Persyaratan dan prosedur izin belajar bagi
calon mahasiswa warganegara asing yang akan
mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi
di Indonesia ... .. ...

107

110

113

v



10.

11.

Keputusan
Homor
Tanggal
Tentang

Keputusén
Nomor
Tanggal
Tentang

XKeputusan
Romor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Homor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang 1

Keputusan
Homor
Tanggal
Tentang :

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
75/DIKTI/Xep/1993

2 Februari 1993

Ujian Hegara bagi Hahasiswa Pakultas
Kedokteran di lingkungan Perguruan Tinggi
SWASEA v e vvvcvnmmamre s catat s

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
111/DIKTI/Kep/1993

11 Haret 1993

Alih Kredit Mata Xuliah Jlulusan Akademi
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia......

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
240/DIXKTI/Kep/1993

1 Hei 1993

Pembentukan Program Magister Hanajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Tri Dharma Widya d&i Jakarta ........

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

254 /DIKTI/Kep/1993

10 Mei 1993

Pembentukan Program Magister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya
Al JaKarta .. .vie it

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
255/DIKTI/Rep/1993

10 Hei 1993

Pembentukan Program Magister Hukum Pada
Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya
di Jakarta ... vive it irentaaer oo annris

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
262/DIKTI/Rep/1993

10 Hei 1993

Pembentukan Program Magister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tingygi Ilmu
Ekonomi Gunadharma di Jakarta ........c..c...

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
263/DIKTI/Kep/1993

10 Hei 1993

Pembentukan Program Magister Manajeman
Sistem Informasi Pada Program Pasca Sarjana
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer Gunadharma di Jakarta .............

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
264/DIKTI/Kep/1933

10 Hei 1953

Pembentukan Program Hagister Hanajemen
Sistem Informasi Pada Program Pasca Sardjana
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer Bina Nusantara di Jakarta .........

161

172

175

178

181

184

187



1z.

i3.

14.

15.

16,

17.

1i8.

19,

Keputusan
Romor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomer
Tanggal
Tentang

Keputusan
Homor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Homor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
‘Tanggal
Tentang

Keputusan
Homor
Tanggal :
Tentang

Reputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang

Direktur Jenderal Pendidikar Tinggi
425/DIKTI/Kep/1993

27 mei 1993

Petunjuk Teknis Ujian Negara Program Magis-—
ter Perguruan Tinggi Swasta ................

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
432/DIKTI/Kep/1592

16 Oktober 1992

Pembentukan Program Studi Magister Manajemen
Pada Program Pasca Sarjana Universitas
Trisakti di Jakarta .....covuiviinennnnnnn..

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
433/DIKTI/Kep/1592

16 Oktober 1992

Pembentukan Pendidikan HMagister Ilmu Hukum
Pada Program Pasca Sarjana Universitas
Tarumanagara di Jakarta ..........u.vuienua.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
434/DIKTI/Xep/1992

16 Oktober 1592

Pembantukan Program Hagister Linguistik
Terapan Bahasa Inggris pada Program Pasca
Sarjana Universitas Katolix Indonesia
Atmajaya di JAKATEa ..t in et

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
436/DIKTI/Kep/1993

12 Juli 1993

Pembentukan Program Magister HManajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi
Manajemen Jakarta di Jakarta ...............

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
437/DIKTI/Kep/1993

12 Juli 1993

Pembentukan Program Magister Manejemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi TITimu
Ekonomi ™ IBEK " JaKarbtd .uveiesaeinecnnnsna

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
438/DIRKTI/Kep/1993

12 Juli 1993

Pembentukan Program Magister Hubungan Inter-
nasional Pada Program Pasca Sarjana
Universitas Jayabaya di Jakarta ............

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

445 /DIKTI/Kep/1993

20 Juli 1993

Pembentukan Panitia Pengarah Study on
Private Post-Secondary Education ADB TA
P I B O £

197

200

203

206

209

VI



20,

21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

Keputusan
Nomor

Tanggal :
Tentang :

Keputusan
Nomor

Tanggal :
Tentang :

Keputusan
Komor
Tanggal :
Tentang

Keputusan
Homor

Tanggal
Tentang :

Keputusan
Homor

Tanggal :
Tentang :

Keputusan
Nomor

Tanggal :
Tentang :

Keputusan
Homor

Tanggal :
Tentang :

Keputusan
Nomor

Tanggal :
Tentang

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
452/DIKTI/Kep/1993

23 Juli 1993

Pembentukan Program Magister Hanajemen Pada
Program Pasca Sarjana Universitas Krisnadwi-
payana di Jakarta ......cevevnenensoecannnn-

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
454/DIKTI/Kep/1%93

23 Juli 1993

Pembentukan Program Magister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya
Jakarta di Jakarta ...iiiiiiviiiarinaeenenan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

: 455/DIKTI/Kep/1993

23 Juli 1993

Pembentukan Program Magister Teknik Sipil
Pada Program Pasca Sarjana Universitas
Tarumanagara di Jakarta .....iiiininrennnn..

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
463/DIKTI/Kep/f1993

: 23 Juli 1993

Pembentukan Program Magister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Gunungsewu di Jakarta ......... PR,

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
507/DIKTI/Kep/1593

16 Agustus 1993

Pembentukan Program Magister Teknik Pada
Program Pasca Sarjana Universitas Trisakti
di Jakarta .......0.n. PP

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
561/DIKTI/Kep/1993
11 September 1993
Pembentukan Program Magister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Universitas Tarumana-
gara di Jakarta ........ . .

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
562/DIKTI/Kep/1993

11 September 1993

Pembentukan Program Magister Manajemen Pada
Program Pasca Sarjana Universitas Satyagama
di Jakarta

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
563/DIKTI/Rep/1993
11 September 1993

: Pembentukan Program Magister Ilmu Hukum Pada

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadi-
yah Jakarta di Jakarta ........ .

215

218

221

224

227

230

235



28,

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Homor : B56/DIKTI/Kep/1993

Tanggal : 6 Desember 1993

Tentang : Penetapan Hata Ujian, Dosen Penguji, Peserta
Uji, serta mekanisme Penyelenggaraan Ujian
Negara Program Studi Magister Manajemen,
Program Pasca Sarjana, Perguruan Tinggi
SWaBLa L. e e e

D. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TIKGGI

1.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor : 1018/D/0/1985

Tanggal : 5 Juni 1985

Tentang : Penataran P-4 Pola Pendukung 100 jam .......

Surat Bdaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor : 1356/D/0/1985

Tanggal : 15 Agustus 1985

Tentang : Penataran p-4 bagi mahasiswa baru PTS ......

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Noamor : 4798/D/T/1990
Tanggal : 3 Oktober 19%0
Tentang : Nilai 2 SK3 Penataran P-4 Pola 100 jam .....

Surat Edaran Direktur jenderal Pendidikan Tinggi
Homor : 2294/D/T/1991

Tanggal : 26 Juni 1991

Tentang : P-4 Pola 100 Jam ...... LI

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 1129/D/T/1993

Tanggal : 29 Maret 1993

Tentang : Penyetaraan Nilai Penataran P4 Pola 100 Jam
dengan nilai Ujian Negara Hata kuliah
Pancasila ,.......... ettt aa s ae e

Surat Edaran Direktur jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 1338/D/T/1993

Tanggal : 13 April 1993

Tentang : Ujian Negara bagi Mahasiswa Fakultas Kedok-
teran Swasta Program Sarjana Kedokteran ....

. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor ¢ 1339/D/7T/1993

Tanggal : 13 April 1993

Tentang : Daftar peserta dan Daftar Nilai Ujian Negara
Fakultas Kedokteran SWasSta .................

. Surat Edaran Direktur jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 295/D4.,1/8/08/1993
Tanggal : 14 Agustus 1993
Tentang : Penetapan dan Penandatanganan Statuta PTS

239

246

248

250

251

252

253

255

261

¥I1T



10.

Surat Edaran Direkiur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 4039/D/T/1993

Tanggal : 13 September 1993

Tentang : Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta ........... 262

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor r 5424/D/T/1993
Tanggal : 24 November 1993
Tentang : SK. Mendikbud No., 06B6/Uf1991 30 Desgember
R 265

IX






A. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN






KEPUTUSAN BERSAMA

HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
DANR
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

HOMOR : 0108/U/1992
EEP/O1/Y1/1992

TENTANG

KERJA SAHA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA JASA-JASA LAIN DI BIDANG ILHU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

HERTERI PENDIDIXAN DAN XEBUDAYAAN DAN PANGLIMA ANGFATAN
BERSENJATA

Henimbang : a. bahwa dalam mendukung penyelenggaraan Pembangunan
Nasional yang ber-Wawasan Nusantara berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194%, peranan
sumber daya manusia yang berkualitas,memiliki
arti dan peranan yang sangat penting;

b. bahwa penyelenggaraan Pembangunan Nasicnal senan
tiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan
strategi dan kemajuan perkembangan Ilmy
Pengetahuan dan Teknologi; oleh Xkarena itu,
kualitas sumber daya manusia Angkatan Bersaehjata
Republik Indonesia yang dalam melaksanakan
perannya, baik sebagai pengaman jalannya
pembangunan Nasional mau pun sebagai dinamisator,
stabilisator, dan modernisator pembangunan, perlu
senantiasa ditingkatkan;

c. bahwa untuk mendapatkan sumber daya manusia
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang
berkualitas tersebut, ditempuh berbagai upara
peningkatan mutu pendidikan Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia, penelitian dan pengembangan,
serta jasa-jasa lainnya di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi
dan lembaga pendidikan dji lingkungan Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia;



Mengingat

Henetapkan :

d.

1.

Bahwa dalam upayz meningkatkan mutu  bidang
pendidikan, penelitian dan rengembangan, serta
jasa-jasa lainnya antara perguruan tinggi di
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
dan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, perlun
adanya kesepakatan bersama yvang diwujudkan dalam
bentuk kerjasama antara Menteri Pendidikan dan
Rebudayaan dan Panglima  Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia.

Undang ~ undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Paraturan Reamanan
Negara Repuhlik Indenesia sebagaimana telah
disempurnakan dengan Undang-Urdang Komor 1 Tahun
1988;

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988,tentang Prajurit
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

. Paraturan Pemerintah Homor 6 Tahun 1990, tentang

Administrasi Prajurit Angkatan Bersenijata
Republik Indonesia;

. Peraturan Pemerintah Homor 30 Tahun 1990, tentang

Pendidikan Tinggi;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 34
Tahun 1972, tentang Tanggung jawab fungsional
Pendidikan dan Latihan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Homor 40/H
Tahun 1988, tentang Pemberhentian/Pengangkatan
dalan Jabatan Pangah.

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M

Tahun 1988, tentang Pambentukan Kabinet
Pembangunan V.

HEKEUTUSKAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAK DAX KEBUDAYAAN
REPUBLIK IHPONESIA DAN PENGLIMA ANGKATAN RERSENJIATA
REPUBLIK INDONRESIA TENTANG KERJASAMA PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA JASA-JASA LAIN DI
BIDARG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.



Pasal 1

FUAD HASSAN, MHentari Pendidikxan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  Republik
Indonesia dan untuk selanjutnya dalam Keputusan
Bersama ini disebut Pihak Pertama,
dan

TRY SUTRISNO Jenderal TNI, Panglima Angkatan Bersen-
jata Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas
nama Angkatan Bersenjata Republik 1Indonesia dan
untuk selanjutnya dalam Keputusan Bergama ini
disebut Pihak Kedua.

Pasal 2

Kedua belah pihak menyadari bahwa dalam mendukung
Penyelenggaraan Pembangunan Nasional yang berdasar-
kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 garta
ber-Wawasan Rusantara, kualitas sumber daya manusia
Yang profesional dan ilmuwan memiliki arti dan
Peranan yang sangat penting,

Pasal 3

Kedua belah pihak menyadari bahwa penyelenggaraan
Fembangunan Nasional Benantiasa tidak terlepas dari
pengaruh perkembangaan lingkungan strategik dan
Pengaruh perkembangan ilmu pPengetahuan dan
teknologi, oleh karena itu kualitas sgumber daya
manusla Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang
dalam melaksanakan beranannya, baik sebagai pengaman
jalannya pembangunan nasional maupun palopor,
dinamisator dan stabilisator pembangunan, perlu
senantiasa ditingkatkan.

Pasal 4

Kedua belah pihak menyadari bahwa untuk mendapatkan
kualitas sumber daya manusia yang profesional dan
ilmuwan tersebut, ditempuh berbagai upaya pendidikan
di sekolah-sekolah umum  dan Perguruan-perguruan
tinggi.

Pasal 5

Kedua belah pihak bermufakat, untuk mangadakan kerja
Eama antara Angkatan Bersejata Republik Indonestia
sebagai instansi Yang mempunyai tanggung jawab dalam
meningkatkan kuvalitas sumber daya manusia diling-
xungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan



Dapartemen Pendidikan dan  Kebudavaan sebagal
instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
pendidikan dan kebudayaan, untuk bersama - sama dan
galing membantu dalam meningkatkan sumber daya
manusia Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
sehingga personel Angkatan Bersenjata Republik
Iindonesia tidak hanya menjadi pejuang prajurit dan
prajurit pejuang dengan kesamaptaan jasmani yang
tangguh, tetapl juga memiliki pengetahuan akadenmis
vang mampu melaksanakan tugas dalam mendukung
tercapainya tujuan Pembangunan Nasional.

Pasal 6

Kedua belah pihak bermufakat, untuk bersama -~ sama
menentukan bidang disiplin ilmu yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi, yvang tepat dan sesual dengan
bidang tugas yang diemban Angkatan’ Barsenjata
Republik Indcnesia dengan memanfaatkan sumber-sumber
vang tersedia pada masing-masing pihak.

Pasal 7

Kedua belah pihak bermufakat, untuk bersama-sama
bekerjasama dalam bidang pendidikan tinggi, sehingga
tercapal sasaran-sasaran:

a, Bidang - bidang disiplin ilmu yang sesual dengan
pendidikan tinggi dan korpe atau kecabangan tiap
Angkatan/Polri.

b. Tercapainya kemudahan kerja sama antara Angkatan
Bersanjata Republik Indonesia dan  jajarannya
dengan perguruan tinggl negeri maupun perguruan
tinggi swasta yang ditunjuk.

Pasal 8

Pihak Pertama akan membantu Pihak Kedua dalam hal-

hal sebagai berikut :

a. Mengadakan konsultasi di bidang pendidikan, ilmu
pengetahuan dJdan teknologi dangan mengadakan
pertemuan-partemuan ilmiah secara berencana.

b. Memberl bantuan d4i bidang penelitian dan
pengembangan.

Pasal 9

Pihak Xedua akan membantu Pihak Pertama dJdalam hal-

hal sebagai berikut :

a. Memberikan fasilitas atau Xxemudahan, =sehingga

: kerja sama dapat terselenggara dengan baik.

b. Hal lainnya vyang akan disesuaikan dangan
kebutuhan.



Pasal 10

Dalam rangka kerja sama ini Xkedua balah pihak
menyediakan sarana dan jasa yang tersedia pada
masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan
untuk melakganakan program kerja yang diwujudkan
bersama, dengan pengertian bahwa penggunsan sarana
dan jasa tersebut didasarkan pada rerhitungan vyang
teliti agar tidak mangganggu pelaksanaan tugas pokok
masing-masing.

Pasal 11

Pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan diatur secara
teknis oleh instansi terkait dilingkungan masing-
masing.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kerja sama ini :

&. Pihak Pertama akan menjamin dipenuhinya xetentuan
ketentuan yang berlaku di bidang keamanan dan
rahasia militer, sesuai dengan ketentuan Yang
berlaku,

b. Pihak Kedua akan monghormati kebebasan akademik
dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi
keilmuan sebagaimana berlaku layaknya di 1ling-
Kungan perguruan tinggi, sesuai dengan ketantuan
Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan XKasional.

Pasal 13
Persetujuan kerja sama ini rmulai berlaku sejak
ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku

selama lima tahun dan dapat diperpanjang atas
kesepakatan bersama.

Ditandatangani di : Jakarta

Pada tangal i 22 Februari 1992
Pihak Kedua, Pibhak Pertama
PANGLIMA ANGRATAN BERSENJATA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
TTD TTh
TRY SUTRISNO FUAD HASSAN

JENDERAL TNI



Menimbang

Hengingat

Hemperhatikan

HMenetapkan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
HO 0109/U/1992

TENTANG

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal

122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 30
tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang
perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Kerjasama antar Perguruan
Tinggi.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan HNasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990
tentang Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 tahun 1984 yang telah beberapa
xali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Xomer 42 Tahun
1991;

¢. Homor 64/M Tahun 1988;

4. Reputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0222 c/0/1980 tanggal 11 September
1480;
b. Nomor 088/0/1983 tanggal 28 Februari 1983;
c. Nomor 686/U71991 tanggal 30 desember 1991;

. Hasil Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi

Negeri dan Kopertis seluruh Indonesia tanggal 24
sampal dengan tanggal 26 Juni di Jakarta.

HEHUTUSEKAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAR DAN REBUDAYAAN
TENTANG KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI.



Pasal 1
Dalam Keputusan ini dimaksud dengan

1. Kerja sama adalah keria sama perguruan tinggi
dengan

4. Perguruan Tinggi lain di dalam nagari;
b. Lembaga lain di dalam negeri;

¢. Perguruan Tinggi di luar hegeri;

d. Lembaga lain di luar negeri,

2. Perguruan tinggi adalah akademi, Politeknik,
Sekolah Tinggi, Imetitut dan Universitas di
Indonesia.

Pasal 2

Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan dan

mengembangkan pendidikan tinggi di Indenesia

dalam rangka memelihara, membina dan mengembang-
kan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
Pagal 3

Kerjasama yang dilakukan dalam kegiatan

a. Pendidikan;
b. Penelitian; dan

€. Pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 4
Rerjasama dapat berbantuk program :

1. Tukar menukar dosen dan mabasiswa dalam
penyelenggaraan kegiatan akademik;

2. Pemanfaatan sumber daya dalan ﬁelaksanaan
kegiatan akademik;

3. Penerbitan karya ilmiah;

4, Penyelenggaraan pertemuan iimiah atau kxegiatan
ilmiah lain; dan

5. Bentuk-bentuk lain ¥ang dianggap perlu,



Pasal 5

Kerja gama hanya dapat dilakukan secara
kelembagaan dengan Direktur Akademik/Politeknik,
Ketua Sekxclah Tinggi dan Rektor Ingtitut/
Universitas sebagai penanggung jawab,

Pasal 6

Kerja sama perguruan tinggli dengan pearguruan
tinggi lain dan/atau lembaga lain di luvar negeri
hanya dapat dilakukan setelah mandapat
persetujuan tertulis Menteri  Pendidikxan dan
Kebudayaan, Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab
atas penyelenggaraan perguruan tinggi Yang
bersangkutan.

Pasal 7

{1) Usul kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasgal 6 disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pendidixan Tinggi bagil perguruan tinggi
nageri dan melalul FRoordinator Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta bagl pergurumn tinggi
swasta;

(2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya dapat diajukan apabila :

1. Tidax bertentangan dengan kepantingan
nasional dan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

2. Tidax mengganggu xeblijaksanaan pembangunan
bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan
nasional dan Xkegiatan vyang rawan bagi
kehidupan masyarakat.

Pasal 8

Petunjuk pelaksanaan kerja sama dJditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini semua peraturan
yang mengatur tentang kerjasama tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Xeputusan
ini.



Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-
tetapkan,

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Pebruari 1992

HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TTD,

FUAD EASSAN

Disalin sesuai dengan aslinya.

Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Rebudayaan

TTD

Dre. Sjamsu Alam Hakka
HIP. 130 537 920



SALINRAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAR
AEPUBLIK INDONESIA
NOHMOR 0183/U/1992

TENTANG

SYARAT DAN PROSEDUR BAGI WARGA NEGARA ASING UNTUK MENJADI
MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI DI INDOHESIA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Henimbang : bahwa sebagal pelaksanan Ketentuan Pasal 105 ayat
(4} Peraturan Pemerintah KNomor 30 Tahun 1990
tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu
menetapkan syarat dan prosedur bagl warga negara
asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan
tinggi 4i Indenesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Komor 2 Tahun 1989;
7. Paraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 Tahun 1984; sebagaimana telah di
ubah/di tambah terakhir dengan FKeputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
199%;

c. Nemor &4/M Tahun 1988;

4, Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222¢/0/1980 tanggal 11 September
1980;
b. Homor O0BB/0/1983 tanggal 28 Februari 1983;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor
1088/D/T/92 Tanggal 25 Februari 1992.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

. TENTANG SYARAT DAN PROSEDUR BAGI WARGA NEGARA
ASING UNTUR HENJADI HAHASISWA PADA PERGURUAN
TINGGI DI INDONESIA

Pasal 1
palam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yany

mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
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2. Perguruan tinggi adalah : akademi, Politeknik,
Sekolah Tinggi, Institut dan universitas di
Indonesia baik vyang diselenggarakan cleh
Pemerintah maupun masyarakat;

3. Menteri adalah Henteri yang bertanggung jawab
atas bidang pendidikan nasional:

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Pasal 2

Warga negara asing yang dapat melanjutkan
pendidikan di Perguruan tinggi terdiri atas warga
negara asing baik yang berada di luar negeri
maupuh yang berada ¢i Indonesia.

Pasal 3

Warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 yang akan menjadi mahasiswa di PeETgUruan
tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut

1. Tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) atau yang
sederajad,

2. Memiliki kemampuan vyang disyaratkan oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan.

3. Mempercleh ijin  belajar dari Direktur
Jenderal.

4. Menanggung biaya penyvelenggaraan pendidikan;

5. memiliki sumber pembiayaan Yang dapat menjamin
kelangsungan pendidikannya selama belajar 4i
perguruan tinggi;

6. Tidak ikut campur Gdalam kegiatan politik di
Indonesia.

7. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterang-
an dokter.

8. Mematuhi peraturan perundang - undangan dan
ketentuan perguruan tinggi yang berlakuy.

9. memenuhi persyaratan tambahan vang ditetapkan
oleh pimpinan perguruan tinggi tempat vyang
bersangkutan akan mengikuti pendidikan.

11



Pasal 4
Petunjuk pelaksanaan Ketentuan pasal 3 dan
prosedur warga negara asing vyang akan menjadi
mahasiswa di perguruan tinggi ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 3
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan
ini akan di atur lebih lanjut dalam Xetentuan
tersendiri,

Pasal 6
Dengan berlakunya keputusan ini, Ketentuan Bab II
Keputusan Henteri Perguruan Tinggi dan Ilmu
Pengetahuan Nomor 52 tahun 1964 . dan semua
ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mualai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tangal : 2 April 19%2

MENTERI PENDIDIKAN DAK KEBUDAYAAN
ttd

FUAD HASSAN

12



SALINAN Kep. ini disampaikan kepada

1. Sekretarig Jenderal Departemen Pandidikan dan kebudayaan
2, Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dap kebudayaan

3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

4. Sekretaris Inepektorat Jenderal dan Sekretaris Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

5. Kepala 3iro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

6. Semua Rektor Universitas / Institut / Ketua Sekolah Tinggiy/
Direktur Akademi dalam lingkup Departemen Pendidikxan dan
Kabudayaan.

7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Kantor Perbandaharaan dan Kas Negara setampat,

9. Yang hersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dap Hubungan Masyarakat

" Departemen Pandidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang—undangan,

TTD

Hardiyah
NIP. 130 344 753

Disalin sesuai dengan salinan aslinya

Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikap dan Kebudayaan.
TTD

Drs. Sjamsu Alam Hakka
KIP. 130537920
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SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDOHESIA
NOMOR 0300/0/1992

TERTANG

PERINCIAN TUGAS SEKRETARIAT PELARSANA, BAGIAN, DAN SUB BAGIAN

Menimbang

Hengingat

DILINGKUNGAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

bahwa dengan Feputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor €135/0/1990 tanggal 15 “Haret
1990 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja
¥oordinasi Perguruan Tinggi Swasta;

bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada sub a,
dipandang perlu menetapkan Perincian Tugas
gekretariat Pelaksana, Bagian, dan Sub Bagian dai
lingkungan Kcordipasi Perguruan Tinggi Swasta.

Undang-undang Nomor 2 Tshun 1988;

. Peraturan Pemerintah Nemor 30 Tahun 19%0;

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Homor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa xali
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 199%;

c. Nomor 226/ Tahun 1986;

d. Yomor 64/H Tahun 1988;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Homor 0222b/0/1980 s/d Nomor 0222g/0/198B0
tanggal 11 September 1983;

b. Nomor 087/0/1983 s/d Nomor 090/0/1983 tanggal
28 Februari 1983;

c. Homor 01727071983 tanggal 14 Haret 1983;

d. Nomor 134%/0/1984 tanggal 15 Agustus 1984;

e. Homor 064/07/1987 tanggal 16 Januari 1387;

£. Nomor 0135/0/1990 tanggal 13 Haret 1990.



HEMUTUSKAN

Menatapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAMN KEBUDAYAAN TENTANG
PERINCIAN TUGAS SEKRETARIAT PELAKSANA, DAK SUB
BAGIAN, DI LINGKUNGAN KOORDINASI PERGURUAN TIRGGI
SWASTA.

BAB I

SERKRETARIAT PELAKSANA
(TIPE A DAN TIPE B)

Pasal 1

Perincian tugas Sekretariat Pelaksana Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta {Kopertis) selanjutnya dalam
Keputusan ini disebut {Sekretariat Palaksana}
adalah

1.

HManyusun rencana dan Program xerja tahunan Sokre-
tariat Pelaksana, serta mempersiapkan penyusunan
program kerja tahunan Koordinator Kopertis;

. Mengumpulkan, mengolah dan mengadministragikan

data dan informasi tentang evaluasi, akreditasi,
kelembagaan, uilan negara, kemahasiswaan serta
melaksanakan sistem infermasi, publikasi, dan
kerja sama;

Hengumpulkan mengoiah, dan mengadministrasikan
hasil Xxegiatan bimbingan penyelenggaraan Tri
Dharma Perguruan Tinggi;

- Mengumpulkan, mengolah, dan mengadministrasikan

bahan pertimbangkan dalam rangka pemberian
bantuan;

Helaksanakan administrasi pPenyslenggaraan
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan
petunjuk dari Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi dan Koordinator Ropertis;

. Menyiapkan konsep usulan pembarian bantuan kepada

perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;

Henyusun reacana dan mengatur penyelenggaraan
ujian negara bagi mahasiswa pearguruan tinggi
swasta di wilayah kerjanya;

Helaksanakan pengumpulan data hasil akreditasi
dan evaluasi terhadap perguruan tinggil swasta di
wilayah kerjanya;
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9.

10.

11.

12.

13.

Mengumpulkan data kegiatan teknis perbinaan
perguruan tinggi swasta di wilayah korjanya;

Helzksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan
kepegawaian, keuangan, dan urusan umum di
lingkungan Ropartis;

Hemberikan pelayanan teknis di bidang peabinaan
dan pengembangan pengelolaan perguruan tinggi

swasta di wilayah kerjanya;

Melaksanakan tugas lainnya sesual dengan retunjuk
pimpinan;

Henyusun laporan pelaksanaan program kerja

Sekretariat Pelaksana dan mempersiapkan laporan

pelaksanaan program kerja Koordinator Kepertis.
BAB II

SEKRETARIAT PELAKSANA TIPE A

Pasal 2

Perincian tugas Ragian Administrasi Akreditasi dan
Kelembagaan adalah :

1.

Menyusun rencana dan progran kerja tahunan
Bagian:

. Hengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan

informasi bagi pelaksanaan bimbingan, panyeleng-
garaan perguruan tinggi swasta, termasuk
pembinaan dosen, kelembagaan, dan kerja sama
antar lembaqga;

. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan

informasi pelaksanaan evaluasi/akreditasi;

. Melayani persiapan bahan penyusunan kebijaksanaan

teknis pelaksanaan evaluasi/akreditasi;

. Helayani persiapan bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk pelaksanaan peningkatan dan pengembangan
perguruan tinggi swasta,termasuk pembinaan dosen,
kelembagaan, dan kerja sama;

. Melayani persiapan bahan pelaksanaan peningkatan

dan pengembangan perguruan tinggi ewasta,termasuk
pembinaan dosen, kelembagaan, dan kerja sama;
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10,

11.

12.

Helayani persiapan bahan penelitian pelaksanaan
peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan
perguruan tinggi swasta;

Henyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang
berkaitan dengan akreditasi dan kelembagaan:

Holayani persiapan pelaksanaan sistem informasi/
publikasi dan kerja sama;

.Melayani persiapan bahan pertimbangan dalam

rangka pemberian bantuan ;

Melakukan tugas lainnya gesuai dengan petunjuk
atasan;

Menyususn laporan pelaksanaan program kerja
Bagian.

Pasal 3

Perincian tugas Sub Bagian Administrasi Akreditasi
dan Publikasi adalah :

Henyusun rencana dan program kerja tahunan Sub
Baglian;

Hencatat, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis
data dan informasi akreditasi dan  program
kogiatan akademik;

Helakukan pencatatan dalam rangka mempersiapkan
saran penyusunan perumusan kebijaksanaan teknis
akreditasi dan program kegiatan akademik;

Helakukan pencatatan dalam rangka mempersiapkan
bahan pengaturan dan penilaian pelaksanaan
kegiatan pendataan dan publikagi;

. Melayvani persgiapan bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk pelaksanaan kegiatan pendataan dan
publikasi;

Melakukan pencatatan dalam rangka mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan pendataan dan publikasi
perguruan perguruan tinggi ewasta;

Melakukan pencatatan dalam rangka mempersiapkan

pelaksanaan bakan usul penutupan program
pendidikan;
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10.

11.

Melayani persiapan pelaporan Kopertie terhadap
usul/pengajuan pendirian, penambahan unit,
perubahan bantuk, peningkatan status perguruan
tinggi swasta, dan penutupan program pendidikan;

Menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang
berkaitan dengan administrasi akreditasi dan

publikasi;

Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk
pimpinan;

Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub
Bagian.

Pasal 4

Perineian tugas Sub Bagian Administrasi Kelembagaan
dan Feria Sama adalah

1.

menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub
Bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana dan
program kerja tahunan Bagilan;

melakukan administrasi dalam rangka pengumpulan,
pengolahan, dan penganalisisan data dan informasi
pelaksansan bimbingan penyelenggaraan perguruan
tinggi swasta di bidang kelembagaan dan
kerjasama;

melakukan palayanan dalam rangka mempersiapkan
bahan rencana pelaksanaan peningkatan dan
pengembangan bimbingan penyelenggaraan perguruan
tinggi swasta di bidang kelembagaan dan
kerjasama;

memberikan pelayanan dalam rangka mempersiapkan
bahan pengaturan pelaksanaan paningkatan dan
pengembangan himbingan penyelenggaraan perguruan
tinggi swasta di bidang kelembagaan dan kerja
sama;

memberikan pelayanan dalam rangka mempersiapkan
bahan penyusunan pedoman dan patunjuk pelaksanaan
peningkatan dan pengembangan himbingan
penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di bidang
kelembagaan dan kerja sama;

melakukan administrasi dalam rangka mempersiapkan
bahan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan
bimbingan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta
di bidang kelembagaan dan kerja sama;
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7.

10.

melayani persiapan bahan penilaian pelaksanaan
peningkatan dan pengembangan bimbingan penyeleng-
garaan perguruan tinggi swasta di bidang
kelembagaan dan kerja sama;

manyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang
berkaitan dengan kelembagaan dan kerja sama;

melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk
pimpinan;

menyusun laporan pelaksanaan Program kerja Sub
Bagian dan mempersiapkan laporan pelaksanaan

program kerja Bagian.

Pasal 5§

Perincian tugas Bagian Administragi Ujian Hegara dan
Kemahasiswaan adalah :

1.

HMenyusun rencana dan program kerja tahunan
Bagian;

Helaksanakan administrasi dalam rangka pengum-
pulan, pengolahan, dan penganalisisan data dan
informasi pelaksanaan ujian negara dan kegiatan
kemahasiswaan bagi perguruan tinggl swasts, yang
meliputi penyusunan rencana dan Program Ujian,
pelaksanaan ujian negara, penilaian ujian negara,
penyelesaian ijazah, dan transkrip akademik;

Melaksanakan administrasi dalam rangka memper-
siapkan bahan penyusunan verumusan kebijaksanaan
teknis pelaksanaan wujian negara dan kegiatan
kemahasiswaan;

Melayani persiapan pelaksanaan rencana ujian
negara dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat;

- Melayani persiapan pelaksanaan ujian negara;

Hemantau dan mencatat hasil relaksanaan ujian
negara dan kegiatan kemahasiswaan;

Melaksanakan administrasi dalam rangka memper-
siapkan bahan penilaian pelaksanaan ujian negara
dan kegiatan kemahasiswaan;

Heregistrasi dan mempersiapkan penyelesaian

ijazah serta trankrip akademik bagi mahasiswa;
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1¢.

11.

. Menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang

berkaitan dengan ujian negara dan kemahasiswaan ;

I

Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk
pimpinan;

Henyusun laporan pelaksanaan program Kerija
Bagian.

Pasal 6

Perincian tugas Sub Bagian Administrasi Ujian Negara
adalzh

1.

10.

Menyusun rencana d¢an program Xerja tahunan Sub
Bagian serta mempersiapkan penyusunan program
xerja tahunan Bagian;

Melaksanakan administrasi dalam rangka pengum-
pulan, pengolahan, dan penganalisisan data dan
informasi pelaksanaan ujian negara bagi perguruan
tinggi swasta, yang meliputi peryusunan rencana
dan program wujian negara, pelzksanaan uiian
negara, penilaian hasil ujian negara, dan
penyelesaian ijazah, dan transkrip akademik;

Helaksanakan administrasi dalam rangka memper-
siapkan saran penyusunan perumusan kebijaksanaan
teknis pelaksanaan ujian negara;

Helayani persiapan rencana pelaksanaan ujian
negara;

. Melayani persiapan pengaturan pelaksanaan ujian

negara;

. Melaksanakan administrasi dalam rangka memper-

siapkan pelaksanaan ujian negara;

Memantau dan mencatat hasil pelaksanaan wujian
negara; '

Hemberikan pelayanan dalam rangka mempersiapkan
bahan penilaian pelaksanaan ujian negara;

. Heregistrasi dan mempersiapkan penyelesaian

ijazah dan tanskrip akademik bagi mahasiswa;

Menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang
berkaitan dengan wujian negara;
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11. Melakukan tugas lainnya sgesuai dengan petunjuk
pimpinan;

12, Henyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub
Bagian dan mempersiapkan laporan pelakganaan
program kerja Bagian.

Pasal 7

Perincian tugag Sub Bagian Adminjistrasi Kemahasiswa—-
an adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub
Bagian;

2. Melaksanakan administrasi dalam rangka pengum-
pulan, pengolahan, dan penganalisisan data dan
informasi kegiatan mahagiswa;

3. Melaksanakan administrasi dalanm rangka memeper-
siapkan bahan penyusunan rencana keglatan kemaha-
siewaan perguruan tinggi sawsta;

4. Helayani persiapan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswsan
perguruan tinggi swasta;

5. Melayani persiapan bahan pelaksanaan pembinaan
kegiatan kemahasiswaan;

6. Memantau dan mencatat serta mempersiapkan bahan
evaluasi pembinaan kegiatan kemahasiswaan;

7. Menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang
berkaitan dengan kemahasiswaan;

B. Melayanl persiapan bahan pelaksanaan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

9. Melakukan tugas lainnya sesual dengan petunjuk
Pimpinan;

10. Henyusun laporan Sub Bagian dan mempergiapkan
penyusunan laporan tahunan.

Pasal &8
Perincian tugas Bagian Tata Usaha adalah :
1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan bagian

serta mempersiapkan penyusunpan program koerja
tahunan Sekretariat Pelaksana;
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i0.

11.

12.

Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi
perencanaan kebutuhan/formasi, pemutasian,
pemensiunan, dan pengembangan pegawai ai
lingkungan Kopertis;

Malaksanakan urusan keuangan Yang meliputi
perencanaan, pemanfaatanlpembelanjaan, pembukuan,
pertanggungjawaban anggaran rutin dan pembangunan
di lingkungan Kopertis;

Melaksanakan urusan surat menyurat yYang meliputi
surat masuk, surat keluar, ekspadisi, kearsipan,
dan dokumentasi;

. Melaksanakan urusan rumah tangga kanter vyang

meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan
keindahan di lingkungan Kopertis;:

Helaksanakan pengurusan alat tulis xantor di
lingxungan kantor Xopertis;

Helaksanakan pengaturan parizinan tamy dan
keproteokolan;

HMelaksanakan pengaturan dan penyediaan fagilitas
rapat dinas dan upacara;

Memperslapkan pemberian penerangan/informaszi yang
menyangkut pelaksanaan tugas kopertis;

Helaksanakan pelayanan teknis ketata usahaan
kapada bagian;

Melaksanakan pengurusan perpustakaan kopertis;
Henyusun laporan pelaksanaan program kerja Bagian
dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja

Sekretariat Pelaksana.

Pasal 9

Perincian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah :

i.

2.

Menyusun rencana dan program Xerja tahunan Sub
Bagian;

Hempersiapkan rencana pengadaan, penempatan, dan
pemerataan pegawai di lingkungan kopertis;

menyusun formasi pegawai di lingkungan Kopertis;

mempersiapkan pelaksanaan penerimaan dan usul
pengangkatan/penempatan pegawai baru;
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9.
10.

11.

iz.
13.

14.

15,

16.

17.

18,

ig.

20.

mempersiapkan usul mutasi pegawai;
menyusun daftar urut kepangkatan pegawai;

melaksanakan registrasi dan pengarsipan kepegawa-
ian;

melaksanakan pengurusan penyelesaian nomor induk
pegawai (NIP)}, kartu isteri {KARIS}, kartu suami
(KARSU), dan asuranzi keseshatan (ASKES);

mempersiapkan usul rencana pehgembangan pegawai;

mempersiapkan urusan-kegiatan ujian dinas pega-
wai;

mempersiapkan naskah berita acara serah terima
jabatan serta sumpah/janji jabatan pegawai negeri
sipil;

mengurus pemberhentian dan pemensiunan pegawai;

mempersiapkan wusul perbantuan pegawai kepada
instansi/badan di luar Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan;

melaksanakan pengurusan cuti pegawai;

mempersiapkan bahan untuk meningkatkan disiplin
dan kesejahteraan pegawai;

menghimpun dan menyebariuvaskan peraturan per-
undang-undangan di bidang kepegawaian;

mengumpulkan, mengolah, dan mempersiapkan data
dan informasi kepegawaian;

menyimpan dan memelihara surat dan dokumen yang
berkaitan dengan kepegawaian;

melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk
atasan;
menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub
Bagian.

Pasal 10

Perincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah

1.

menyusun rencana dan program kerja tahunman Sub
Bagian;

memilih dan menyusun data untuk bahan penyusunan
anggaran rutin dan pembangunan di lingkungan
Ropertis;

Hencatat, mengolah, dan menganalisis data untuk
bahan peryusunan anggaran rutin dan pembangunan
di lingkungan Kopertis;
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10.

11.

Menyusun anggaran rutin dan pembangunan sesual
dengan program kerja FKopertis dengan mengikut-
sertakan bagian lain;

Malakukan tata usaha pengurusan keuangan Kopertis
yang meliputi

1). Menerima, menyimpan, mengeluarkan, memper=
tanggung jawabkan dan membukukan;

2). Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen
dan bukti penarimaan, penyimpanan, dan
pengeluaran uang;

3)}. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai, biaya
perjalanan dinas, pekerjaan borongan, dan

pembelian; dan

4). Helaksanakan urusan tuntutan parbendaharaan/
ganti rugi;

Mempersjapkan penyusunan pra Daftar Isian

Kegiatan {DIK}, pra Daftar Isian Proyek (DIP},
dan Usul Petunjuk Operasional (PO} Xopertis;

Mampersiapkan laporan periodik tentang pengelo-
lazn anggaran rutin dan pembangunan Kopertis;

Mempersiapkan usul permintaan bantuan;

Menyimpan dan memelihara surat dan dokumen Yang
berkaitan dengan keuangan;

Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk
pimpinan;

Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub
Bagian.

Pasal 11

Perincian tugas Sub Bagian Umum adalah

1.

Henyusun rencana dan program kerja tahunan Sub
Hagian dan mempersiapkan penyusunan rencana dan
program kerja tahunan Bagian;

Melakukan urusan persuratan yang meliputi antara
lain pengetikan, penggandaan, dan ekspedisi;
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10.

1.

1z2.

Helakukan pengarsipan dan dokumentasi;

Malakukan urusan pengelolaan barang perlengkapan
Yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyim-
panan, pendistribusian, penggunaan, perawatan,
inventarisasi, dan usul penghapusan;

Mengatur penggunaan kendaraan dinas;

Mengatur keamanan, Xketertiban, kebersihan, dan
keindahan kantor serta lingkungan;

Hengurus perpustakaan kerja Kopertis dan kliping;

Hengurus keprotokolan, penerimaan tamu, rapat,
hubungan masyarakat, dan upacara;

Mencatat dan menyusun risalah rapat dinas
Xopertis;

Hengatur tata ruang kantor dan penggunaan ruang
sidang;

Helakukan tugas lainnya sesuai dengan pearintah
atasan;

Henyusun laporan pelaksanaan program Kerja Sub
Bagian dan mempersiapkan laporan Bagian.

BAB III
SEERETARIAT PELAKSANA TIPE EB°

Pasal 12

Perincian tugas. Bagian Administrasi Akademik adalah

1.

2,

Henyusun rencana dan program kerja tahunan Bagian;

Melaksanakan administrasi pengumpulan, pengola-—
han, dan penganalisisan data dan informasi
pelaksanaan bimbingan renyelenggaraan perguruan

tinggi swasta yang meliputi pendidikan,
pensalitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
termasuk pembinaan ‘sivitas akademika,

kelembagaan, kerja sama antar lembaga, penyusunan
¥encana dan program ujian, pelaksanaan ujian
negara, dan penilaian hasil ujian negara:

25



10.

Melaksanakan administrasi dalam rangka memper-—
siapkan saran penyusunan perumusan kebijaksanaan
teknis pelaksanaan ulian negara, dan kegiatan
kemzhasiswaan dalam rangka akreditasi:

Melayanl persiapan bahan penyusunan kebijaksanaan
teknis pelaksanaan Tri Dharma Paerguruan Tinggi
dan pelaksanaan evaluasi, ujian negara serta
akreditasi;

Helayani persiapan bahan penyusunan pedeman dan
patunjuk pelaksana pembinaan perguruan tinggi
pwasta di bidang pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, ujian negara
termasuk pembinaan sivitas-akademik, kelembagaan
dan kerja sama antar lembaga;

Helayani persiapan bahwa pelaksanaan: peningkatan
pengembangan perguruan tinggli swasta di bidang
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masya-
rakat termasuk pembinaan sivitas akademika, pe-
laksanaan ujian negara dan kegiatan kemahasig-
waan, kelembagaan dan kerja sama antar lembaga;

Hemantau dan mencatat pelaksanaan peningkatan dan
pengembangan perguruan tinggl swasta di bidang
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
macyarakat termasuk pembinaan sivitas akademik,
penilaian kemahasiswaan, ujiam negara, kegiatan
kemahasiswaan, kelembagaan, dan kerja sama anta
lembaga;

Henyimpan dan mencatat surat dan dokunem Yang
berkaitan dengan kegiatan akademik;

Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk
pimpinan;

Menyusun laporan pelaksanaan progran kerja
Bagian.

Pasal 13

Perincian tugas Sub Bagian Administrasi Akreditasi
dan Kelembagaan adalah :

1.

Henyusun rencana dan program kerja tahunan Sub
Bagian;
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2. Melakukan administrasi pengumpulan, pengolahan,
dan penganalisisan data dan informasi bagi
pelaksanaan pembinaan perguruan tinggi swasta,
termasuk pembinaan dosen, kelembagaan, dan kerja
sama antar lembaga;

3. Melakukan administrasi dalam rangka pengumpulan,
pengolahan dan penganalisaan data dan informasi
pelaksanaan evaluasi;

4. Melayani persiapan bahan penyusunan kebijaksanaan
teknis pelaksanaan evaluasi:

5. Melayani persiapan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk pelaksanaan pembinaan pexguruan tinggi
swasta, termasuk pembinaan dosen, kelembagzan,
dan kerja sama antar lembaga;

6. Melayani persiapan bahan pelaksanaan pembinaan
pergurtan tinggi swasta, termasuk pembinaan
sivitas akademika, kelembagaan, dan kerja sama
antar lembaga;

7. Memantau dan mencatat hasil pelaksanaan usaha
pembinaan perguruan tinggi swasta termasuk
pembinaan dosen, Xkalembagaan, dan kerja sama
antar lembaga;

8. Molayani persiapan bahan penilaian pelaksanaan
peningkatan dan pahngembangan penyelenggaraan

perguruan tinggi swasts;

9. HMenylmpan dan mencatat dokumen dan surat yang
berkaitan dengan akreditasi dan kelembagaan;

19. Helakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk
pimpinan;

11. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub
Bagian;

Pasal 14

Perincian tugas Sub Bagian Administrasi Ujian Negara
dan Kemahasiswaan adalah

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub

Bagian serta mempersiapkan penyusunan program
kerja tahunan Bagian;
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2. Melakukan administrasi pengumpulan, pengolahan,
dan penganalisisan data dan informasi  bagi
pelaksanaan ujian negara dan kegiatan
kemahasiswaan, yang meliputi penyusunan rencana
dan program ujian, pelaksanaan ujian negara,
penilaian hasil ujian negara, dan penyelesaian
hasil ujian negara;

3. Melakukan administrasi dalam rangka mempersiapkan
penyusunan  perumusan kebijaksanaan teknis
pelaksanaan ujian negara dan kegiatan
kemahasiswaan termasuk pendidikan penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;

4. Memberikan pelayanan dalam rangka mempersiapkan
rencana pelaksanaan ujian negara bagi perguruan
tinggi swasta;

5. Melavani persiapan paelaksanaan ujian negara;

6. Memantau dan mencatat hasil pelaksanaan ujian
negara dan kegiatan kemahasiswaan;

7. HMelavani parsiapan bahan penilaian pelaksanaan
ujian negara dan kegiatan kemahasiswaan;

8. Maregistrasi dan mempersiapkan penyelesalan
ijazah serta transkrip akademik bagi mahasiswa;

9, Menyimpan dan mencatat dokumen dan surat yang
berkaitan dengan ujian negara dan kemahasiswaan;

10. Helakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk
pimpinan;

11. HMenyusun laporan pelaksanaan preogram kerja Sub
Bagian dan menyusun laporan pelaksanaan program
xerja Bagian.

rasal 15

Perincian tugas Bagian Tata Usaha, Sub Bagian
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum
masing-masing adalah sama dengan perincian tugas
Bagian Tata Ysaha, Sub Bagian Kepegawalan, Sub Bagian
Keuangan dan Sub Bagian Umum pada Sekretariat
Pelaksana Tipe A.
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BAB IV
PENUTUP
Pasal 16
{1} Tugas tenaga fungsional Qi lingkungan Kopertis
adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat
(1} Reputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0135/0/1990.
(2} Perincian tugas tenaga fungsional sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1) diatur lebih lanjut dalanm
ketentuan tersendiri,

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 1592

HENTERI PENDIDIKAK DAKN KEBUDAYAAN
TTD

FUAD HASSAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.

Z.

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Rebudayaan,

Semua Sexretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan FKebudayaan
dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Semua Kepala Biro, Inspaktur, Direktur dan Kepala Pusat 4ai
lingkungan Departemen Pendidikan dan Rebudayaan, serta
Direktur Utama Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka,

Semua Koodinator Koordinasgi Perguruan Tinggi Swasta,
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8. Badan Pemeriksa Keuangan,
%. Semua Gubernur FRepala Daerah Tingkat I setempat,

10. Yang bersangkutan uhtuk dipergunakan separlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Bire Hukum dan Kubungan Hasyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Repala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan.

TTD

Hardiyah
NIP. 130 344 753
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MENTERI PENDIDIRAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDOWESIA

KEPUTUSAR
HENTERI PENDIDIXAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIX INDONESIA
NOMOR 0349/0/1992
TENTANG
PEHBERIAN KUASA XEPADA DIRERTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI UNTUK ATAS RAMA MENTERI PENDIDIKAN DAKN

KEBUDAYAAN MENANDA TANGANI PENRTAPAN PENDIRIAN PERGURUAN
TINGGI DAN FAKULTAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH HASYARAKAT

MENTERI PENDIDIKAN DAN XEBUDAYAAN

Membhaca : Bahwa sebagai upaya deregulasi dan debirokratisasi
dalam urusan Penatapan status paerguruan tinggi yang
diselenggarakan masyarakat (perguruan tinggi

swasta}, dipandang perlu memberi kuasa kepada

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untux atas

nama

Henteri Pendidikan dan Rebudayaan menandatangani
Keputusan mengenai penetapan status parguruan tinggi

Ewasta;
Hengingat : %. Undang~undang Homor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia

a. Nomor 44 Tahun 31974 ;

b, Nomor 15 Tahun 1984 Yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 27 Tahun 1992 H
c. Nomor 64/H Tahun 1988 M

4. Reputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222¢/0/1580 tanggal 11 September 1980
b. Nomor 097/0/1981 tanggal 24 Februari 1981

o N

Nomor (088/0/1983 tanggal 28 Februari 1983
Nomor 06B6/U/1991 tanggal 30 Desember 1991

’
1
’

¢

Ja



Menetapkan :

Pertama

Kedua

HEHUTUSKAN

: Memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan

Tinggi untuk atas nama Menteri Pendidikan dan
Kebirdayaan menandatangani Keputusan Menteri
Pendidikan dan Febudayaan mengenaj penetapan
pendirian perguruan tinggi dan fakultas garta
perubahan bentuk dan penutupan perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh masyarakat {perguruan tinggi
swasta) berdasarkan hasil penilaian vang dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan/atau
ketentuan lain yang berlaku ;

Feputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal i 24 Agustus 1992

HENTERI PENDIDIFAN DAN KERBUDAYAAN
TTD

FUAD HASSAN
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SALINAN

KEPUTUSAN

HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK IRDONESIA

NOHOR 023/0/1993
TENTANG

PEHBIRAAN FAKULTAS KEDOKTERAN DI PERGURUAN TIRGGI
YARG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

HENTERI PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN

Henimbang : bahwa perlu diadakan penataan kembali terhadap
pembinaan rakultaslxedokteran di perguruan tinggi
yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Paraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Tinggi.

Mengingat Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

1
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1950;
4

Keputusan Presiden Republik Indonesia:

a, Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 Tahun 1984 Yang telah beberapa
kali diubah tarakhir dengan  Kaeputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun
1992;

¢. Nomor 64/K Tahun 1§88;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomer 0222c/0/1980 tanggal 11 September
1980;
b. Womor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
€. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
d. Nomor 0686/U/1591 tanggal 30 Desember 1991;

Memperhatikan : 1, KReputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor 324/DIKTI/Kep/1992 tanggal 27 Juli 1992;

2. Rekomendasi Tim Pembinaan Fakultas Kedokteran
Swasta tanggal 23 September dan 3 Oktober 1992
di Jakarta.
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HEHUTUSKAN

Henetapkan

Pertama i Menugaskan Koordinater Koordinasi Perguruan Tinggi

Swasta wuntuk malaksanakan pembinaan Pakult
Kedokteran di perguruan tinggi yang diselenggar
kan oleh masyarakat di wilayahnya masing-masin
termasuk pelaksanaan ujian negara bagi mahasiswa

Kedua t Dengan berlakunya Keputusan ini, XKeputusan Mente
Pendidikan dan Kebudayaan Homor 0212/1970 tangg
9 Nopember 1970 tentang Penyelenggaraan Uji

ag
a-
9.

ri
al
an

Penilaian Pendidikan Kedokteran Swasta di Seluruh

Indonesia dan semua ketentuan yang bertentang

an

dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulal berlaku pada tangg
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Januari 1993

HERTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TTD.

FUAD HASSAN

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

al

3. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan,

4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan

Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudavaan,

5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal,

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan FRebudayvaan

dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Xoordinator Reoordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

7. Badan Pemeriksa Keuangan,
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8. Semua Gubernur Kepala Daarah Tingkat 1 sotempat,

9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya,

Salinan sesuai dengan aslinya,

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyugsiunan Rancangan
Peraturan Peraturan Perundang—Undangan,

TTD

Hardiyah
KIP. 130 344 753
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Menimbang

Mengingat

KREPUTUSAR

HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 036/U/1992

TENTARG

GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TIKGGI

HMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan ' Bab VII
veraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan
gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi;

i. Undang-undang Noemor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Namor 30 Tahun 1990;

3. Keputusan Presiden Republik Indonaaja
a. Nomor 44 Tahun 1974

4. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah
diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
1992;

c. Homor 64/M Tahun 1988;

4., Keputusan Henteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Homor 0222c/0/1980 tanggal 11 Ssptember
1980;

b. Nomor 0686/U/1991 tanggal 20 Desembar 1991;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

HOMOT .o v maesnns L.-tanggal L. icciinaenns

2. Hasil Rapat Kerja Nasional Rektor / Ketua/
Direktur Perguruan Tinggi Negari dan
Koodinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
di 1lingkxungan Daparteman Pendidikan dan
Kebudavaan se-Indonesia tanggal 18 sampail
dengan tanggal 20 November 1992 di Jakarta.
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Henetapkan

HEHUTUSEKAXYN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK - IRDONESIA TENTANG GELAR DAN SEBUTAN
LULUSAN PERGURUAN TINGGI.

BAR I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gelar akademix adalah gelar vyang diberikan

kepada Iulusan perguruan tinggi Yang
menyelenggarakan pendidikan akademik.

Sebutan profesional adalah  sebutan yang
diberikan kepada lulusan perguruan tinggi vang
menyelenggarakan pendidikan profesional.

Sebutan profesi adalah sebutan yYang diberikan
kepada seseorang yany memiliki gelar akademik
yYang telah menyelesaikan program keahlian atau
profesi bidang tertentu.

Pendidikan akademik adalah pendidikan Yang
diarahkan terutama pada penguasaan ilmu
pengetahuan.

Pendidikan profesicnal adalah pendidikan yang
diarahkan pada kesiaparn penerapan keahlian
tertentu.

Program studi adalah kesatuan rencana belajar
sebagal pedoman penyelenggaraan pendidikan
akademik dan/fatau profesional yang
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum
yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang
sesual dengan sasaran kurikulum.

Henteri adalah Henteri Pendidikan dan
Kebudayaan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi.
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(1}

(2}

(3}

(1)

(2}

Pasal 2

Penetapan Jjenis gelar akademik, sebutan
profesional dan sebutan profesi didasarkan
atas bidang keahlian.

Bidang Keahlian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wuntuk gelar akademik merupakan
program studi danfatau pengelompokan program
studi.

Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) untuk sebutan profesional merupakan
program studi.

Pasgal 3

Gelar akademik, sebutan profesional dan
sebutan profesi yvyang diberikan kepada 1lulusan
perguruan tinggi di cantumkan dalam ijazah.

Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dicantumkan pula nama bidang keahlian dan
program studi yang bersangkutan s@cara
langkap.

BAB Il

GELAR AKADEMIK, SEBUTAN PROFESICNAL DAN SEBUTAN
PROFESI

(1)

(2)

(3}

Pasal 4

yYang berhak menggunakan gelar akademik adalah
lulusan pendidikan akademik dari Sekolah
Tinggi, Institut atau Universitas.

Yang berhak menggunakan sebutan profesional
adalah lulusan pendidikan profesional dari
Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut
atau Universitas.

yang berhak menggunakan sebutan profesi adalah
seseorang yang memiliki gelar akademik dan
telah menyelesaikan program Kkeahlian at.au
profesi dalam bidang tertentu.
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Pasal 5

(1) Yang berhak memberikan gelar akademik adalah
Sekalah Tinggi, Institut atau Universitas yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
porundang-undangan yang berlaku.

(2} Yang berhak memberikan sebutan profesional
adalah Sekolah  Tinggi, Institut atau
Universitas, Politekxnik dan Akademi yang
memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB IIY
JENIS GELAR AKADEMIK
Pasal &

Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Hagister dan
Doktor,

Pasal 7

{1) Jenis gelar akademik Sariana dan Bidang
Keahlian serta singkatannya adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

{2) Jenis gelar akademik Magister dan bidang
keahlian serta singkatannya adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

(3) Jenis gelar akademik dan bidang keahlian serta
singkatannya yang belum tercantum dalam
Lampiran I dan 1II, akan ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

Pasal §
Penggunaan gelar akademik, Program Sarjana dan
Magister dalam bentuk singkatan ditempatkan
dibelakang nama vang berhak atas gelar yang
bersangkutan.

Pasal 9
Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di

depan nama Yang berhak atas gelar Yang
bersangkutan.
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BAB IV
JENIS SEBUTAN PROFESICOHAL
Pasal 10

Sebutan profesicnal terdiri atas sebutan profesi-
onal untuk lulusan Program Diploma dan sebutan
profesional untuk lulusan Program Spesialis.

Pasal 11

Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk
singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak
atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Pasal 12

[1) Sebutan profesional lulusan Program Diploma
terdiri atas

1. Ahli Pratama untuk Program Diploma I
disingkat A,P.

2. Ahli Muda untuk Program Diploma II
disingkat A.Ma.

3. Ahli Madya wuntuk Program Diploma III
disingkat A.Md.

4. Ahli untuk Preocgram Diploma 1V disingkat A.

(2) sebutan profesional lulusan Program Spesialis
terdiri atas Spesialis disingkat Sp untuk
lulusan Program Spesialis I dan Spesialis
Utama disingkat Sp.U untuk lulusan Program
Spesialis II.

[3) Singkatan sebutan profesional dan nama bidang
keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan {2) ditempatkan di belakang nama Yang
berhak atas sebutan tersebut.

{4) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3} adalah sama dengan nama program studi
vyang telah ditetapkan berdasarkan surat
xeputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
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BAE V
JENIS SEBUTAN PROFESI
qual 13

(1) Seorang Sarjana vang telah menyalesaikan
program pendidikan keahlian untuk profesi
tertentu, berhak menggunakan sebutan profesi.

{2} Jenis sebutan profesi adalah sebagaimana
tarcantum dalam lampiran III.

{3} Jenis sebutan profesi dan bidang keahlian yang
balum tercantum pada lampiran III akan
ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan
memperhatikan usul dan pertimbangan organisasi
profesi yang diakui Pemerintah.

BAB VI

SYARAT PEMBERIAN GELAR
ARADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Bagian Pertama

Syarat Pemberian Gelar Akademik
dan Sebutan Profesional.

Pasal 14

Syarat pemberian gelar akademik, sebutan
profesional dan sebutan profesi adalah :

1. telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau
tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu
program studi baik untuk pendidikan akademik
maupun pendidikan profesional sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

2. telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan
keuangan berkenaan dengan program studi vyang
diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.

3. telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi

yYang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/
atau profesional.
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BAB VII
GELAR DOKTOR KEHORMATAN
Pasal 15

Gelar Doktor FRehormatan (Doctor Honoris Causa)
dapat diberikan kepada seseorang yang talah
berjasa luar biasa bagi ilmu Pengetahuan,
teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau
kemanusiaan,

Pasal 16

(1) Syarat bagi calon penerima galar Doktor
Zehermatan adalah

1. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya
Sarjana.

2. Berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu
disiplin 1lmu pengetahuan, teknologi,
kebudayaan, kemasyarakatan dan / atau ko-
manusiaan.

(2} Syarat perguruan tingyi yang dapat memberikan
gelar Doktor Kehormatan adalah Upniversitas dan
Institut yang memiliki woewenang menyelenggara-
kan Program Pendidikan Doktor berdasarkan
surat Keputusan Menteri.

Pasal 17

(1} Pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat
diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan
oleh senat Universitas/institut yang memiliki
wewenang.

{2) Usul pemberian galar Doktor Kehormatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} diajukan
oleh Rektor kepada Henteri dengan disertai
pertimbangan lengkap atas karya atau jasa yvang
bersangkutan, wuntuk memperoleh persetujuan
Menteri.

(3) Usul dan pertimbangan pemberian gelar Doktor

Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
bersifat rahasia.

42



Pasal 18

(1) Pemberian gelar Doktor Xehormatan hanya dapat
dilakukan apabila mendapat persetujuan
Henteri.

{2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan tatacara yang berlaku di Universitas/
institut yang bersangkutan.

Pagal 19

Gelar Doktor Kehormatan, disingkat DR ( H.C )
ditempatkan didepan nama penerima hak atas gelar
tersebut.

BAB VIII
EETENTUAN LAIR
Pasal 20

Perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan
sesual  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan
galar akademik, sebutan profesional, sebutan
profesi dan/atau gelar doktor kehormatan.

Pasal 21

{1) Gelar akademik danfatau sebutan profesional
vang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut
atau ditiadakan oleh siapapun.

(2} Keabsahan perclehan gelar akademik dan/atau

sgbutan profesional sebagaimana dimaksud dalam

. ayat (1) dapat ditinjau kembali karena alasan
akademik.

(3} Poelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jendsral.

Pasal 22

Penggunaan gelar akademik danfatau sebutan
profesional hanya dibenarkan. untuk digunakan oleh
sesecrang sesuai ketentuan pasal 19 dan Pasal 20
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sisten
Pendidikan Xasional dan semua peraturan
pelaksanaannya. :
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Pasal 23

{1) Gelar akademik dan sebutan profesional vyang
dibarikan eleh perguruan tinggi di luar negeri
digunakan sesuai peola dan cara pemakaian yang
berlaku di negara yang bersangkutan dan tidak
dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterje-
mahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan
profesicnal sebagaimana diatur dalam Keputusan
ini.

{2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang
diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri
perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan.

{3) Gelar akademik dan sebutan profesional lulusan
perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan
untuk dizezvaikan dan/fatau diterjemahkan
menjadi gelar akademik dan/atau sebutan
profesional yang diberikan oleh perguruan
tinggi di luar negeri.

Pagal 24

Gaelar akademik dan sebutan profesiconal yang dapat
diberikan oleh paerguruan tinggl d&i lingkungan
Departemen Partahanan dan Keamanan ditetapkan
dalam kaetentuan tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Gelar Akxademik dan Sebutan profesional
geperti diatur <@alam TReputusan ini berlaku
sejak ditetapkan.

(2) Gelar akademik yang diberikan oleh perguruan
tinggi di dalam negeri sebelum Keputusan ini
berlaku dapat tatap dipakail sebagaimana
adanya.

Pasal 26

Reputuisan ini milai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Pebruari 1993

MENTRRI PENDIDIRAN DAX EKEBUDAYAAN
TTD
FUAD HASSAR
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NO.
Urut

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19,
20.
21.

LAHPIRAN I KEPUTUSAN HENTERI PENDIDIRAN DAN KEBUDAYAAN
KO. 036/U/1993

TANGGAL 9 PEBRUARI 1993

JENIS GELAR AKADEHIK SARIANA

Kelompok Program Studi

Sastra

Hitkum

Ekonomi

Ilmu Politik

Ilmu Sosial
Peikologi
Redokteran
Kesehatan Masyarakat
Kedokteran Gigi
Partanian

Teknologi Pertanian
Paternakan
Perikanan
Kehutanan
Kedokteran Kewan

Hatematika Ilmu
Pengetahuan Alam

Teknik

Komputer & Informatika

Seni
Pendidikan

Agama

Galar Akademik Singkatan
Sarjana Sagtra 5.3
Sarjana Hukum 5.H.
Sarjana Ekonomi 5.E.
Sarjana Ilmu Politik 5.1p
Sarjana Ilmu Sosial 5.80s
Sarjana Psikologi S.Psi
Kedokteran S.Ked
Sarjana Kesehatan Masyarakat S.EH
Sarjana Kedokteran Gigi S.KG
Sarjana Pertanian 3.P
Sarjana Teknologi Pertanian 8.Tp
Sarjana Peternakan S5.Pt
Sarjana Perikanan §.P1
Sarjana Kehutanan S.Hut
Sarjana Kedokteran Hewan 8.KH
Sarjena Sains 5.81
Sarjana Teknik S.T
Sarjana Romputer S.Kom
Sarjana Seni 5.8n
Sarjana Pendidikan S.Pd
Sarjana Agama S.Ag

HENTERI PENDIDIKAN Day KEBUDAYAAN

TTD

FUAD HASSAN
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HO.
Urut

QW MmO b NP
Por 4 e & o wox w o

14,
15.
i6.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Z3.
24,
25.

26.
27.
28.

LAMPIRAN Il XEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
¥O. 035/U/1993
TANGGAL ¢ FEBRUARI 1992

JENIS GELAR HAGISTER

Kelompok Program Studi Gelar Akademik Singkatan
Sastra Hagister Humaniora H.Hum
Hukum Hagister Humaniora H.Hum
Xajian Wanita Hagister Humaniora M. Hum
Ekonomi Hanajemen Magister Manajemenh H.M
Ekonomi Lainnya Magister Sains H.Si
Ilmu Sosial & Politik Magister Sains H.S5i
studi wWilayah Magister Sains _H.Si
Ilmu Lingkungan Magister Sains H.8i
1imu Perpustakaan Magister Sains H.S5i
Pengkajian Ketahanan Hagister Sains H.51
Hasional

sosiologi Hagister Sains M.Si
Peikologi Magister Sains H.8i
Hatematika dan Ilmu Hagistar Sains H.S8i
Pangetahuan Alam

Kesehatan Hagister Kesehatan H.Kes
Keschatan Masyarakat Yagister Kesehatan H.Kes
Kedokteran Gigi Hagister Kesehatan H.Kes
Pertanian Hagister Pertanian H_P
Kedokteran Hewan Magister Pertanian H.P
Ilmu Ternak Hagister Pertanian H.P
penyuluhan Pembangunan Hagister Pertanian H.P
Teknologi Pertanian Hagister Pertanian H.P
Xehutanan Hagister Pertanian M.P
Patikanan Magister Pertanian H.P
Teknik Magister Teknik H.T
Ilmu Komputar dan Hagister FKomputer H_.Kom
Informatika

Seni Magister Seni H.Sn
Pondidikan Magister Pendidikan H.Pd
Agama Hagister Agama H.Ag

MEXRTER1 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TTD

FUAD HASSAR
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LAMPIRAN II1 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

T.

BIDANG KEAHLIAN

Kedokteran
Farmasi

Bkonomi
Kedokteran Hewan
Kedokteran Gigi
Psikologi

Hukum

HO. 036/U/1993
ANGGAL 9 FEBRUARI 1993

JENIS SEBUTAN PROPESI
SEBUTANX PROFESI
Doktar
Apoteker
Akuntan
Dokter Hewan
Dokter Gigi

Psikolag
Notaris

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TTD

FUAD HASSAN
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Penjelasan Hengenai
SK Henteri P dan K No.036/U/199%3 tanggal 9 Februari 1993
tentang -
Gelar dan Sebutan Akademik

Sejak berlakunya UU Ko. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional berikut serangkaian Peraturan Pemerintah yang terbit
sebagai kelanjutannya, Departemen P dan K telah melakukan
usaha-usaha penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan
vYang sekarang berlaku.

Pengaturan tentanyg gelar dan sebutan akademik sudah diusahakan
sejak masa Pelita IV, dan membahasnya bersama konsorsium
berbagai disiplin ilmu serta melalui konsultasi dengan
berbagal kalangan profesi. Dengan mempertimbangkan hasil usaha
perintisan tersebut serta memperhatikan kesesuaiannya dengan
PP Ho. 30 Tahun 1990 Bab VII pasal 21 sampail dengan pasal 26,
maka diterbitkanlah S.X. Menteri P dan K No. 0(36/U/1993
tanggal 9 ¥Februari 1%93.

Sesuai dengan ketentuan peralihan dalam SK Ro. 036/U/1983
pasal 2% ayat 2, maka gelar dan sebutan yang diberikan oleh
perguruan tinggi di dalam negerli sebelum berlakunya Surat
Keputusan termaksud dapat tetap dipakai sebagaimana diberikan
oleh perguruan tinggi kepada yang berhak menerimanya, tanpa
ada keharusan untuk mengubahnya.

. Hengingat perkembangan berbagai disiplin ilmu dan profesi,
maka daftar gelar dan sebutan vyang dilampirkan pada Surat
Keputusan ini dapat berubah dan berkembang seiring dengan
berkembangnya disiplin ilmu dan profesi, vyang pelaksanaannya
didasarkan pada pasal 7 ayat {3) dan pasal 13 ayat (3} Surat
Keputusan tersebut.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tidak ada gelar atau
sebutan yang telah diterimakan cleh perguruan tinggi kepada
seseorang yang berhak menerimanya dinyatakan "tidak berlaku
lagi" atau "dihapus'" dan harus ditanggalkan.

Bire Hukum dan Hubungan MHasyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

48




SALINAN

KEPUTUSAN

HMEXTERI PENDIDIKAN DAXN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMGR 053/U/1993

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DOXTOR DI PERGURUAN TIRGGI

Menimbang

Mengingat

MEKTERI PENDIDIKAN DAX KEBUDAYAAN

. Bahwa ilmy pengetahuan, teknologi dan seni

mempunyai peran yang sangat besar dalam
meningkatkan kesejahteraan bangsa dan nagara;

Bahwa ilmuwan Yang memiliki kemampuan dan
integritas tinggl sangat mensntukan kemajuan dan
kekuatan suatu negara;

. Bahwa pendidikan Dokter merupakan salah satu cara

utama untuk menghasilkan ilmuwan demi
pPengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu
mengatur pelaksanaan pandidikan Doktor di
Perguruan Tinggi.

Undang-Undang MNomor 2 Tahun 1989;
Peraturan Pemerintah Komor 10 Tahun 1990;
Keputusan Presiden Republik Indonegia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 45/M Tahun 1983;
€. Nemor 138/M Tahun 1985,

- Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmy

Pongetahuan :
4. Tanggal 30 Juli 1962 Ko. 91 Tahun 1962;
b. Tanggal 12 September 1963 No. 120 Tahun 1963,

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

4. Tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1580;
b. Tanggal 26 Juni 1582 No. 0211/uU/1982;

c. Tanggal 26 Juni 1982 NHo. 0212/u/1982;

d. Tanggal 4 Oktober 1992 No. C446/U/1984.
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Menetapkan

MEHUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PERDIDIKAN DOKTOR DI
PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UHUH

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Rektor adalah Rektor Universitas / Institut
Penyvelenggara;

Universitas / Institut Penyelenggara adalah
Perguruan Ting¢i yang oleh Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan diberi hak menvyelenggarakan
pandidikan Doktor;

Direktur adalah Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas/Institut Penyelenggara;

Pendidikan Doktor adalah program pendidikan
strata 3 yang ditujukan untuk memperoleh gelar
akademik doktor sebagail gelar akademik tertinggi;

Panitia Seleksi adalah kelompok tenaga akademik
yang diberi tugas melaksanakan penyaringan calon
peserta pendidikan Doktor;

Peserta Pendidikan Doktor adalah seorang vyang
telah diterima dan terdaftar sebagal peserta
Program Doktor;

Promotor adalah tenaga akdemik vYang berpangkat
Gury Besar atau Guru Besar Madya vyang diberdi
tugas membimbing peserta pendidikan Doktor atau
calon Doktor dalam menyelesaikan studinya;

Ko-promotor adalah pendamping promotor raitu
tenaga akademik sekurang-kurangnya berpangkat
Lektor Kepala Madya dan bergelar Doktor;

Panitia Ujian Rualifikasi adalah kelompek tenaga
akademik vyang diberi tugas untuk menilai
kemampuan peserta pendidikan Dokter, melalui
ujian kuaiifikasi;
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j. Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif vyang
harus ditempuh seorang peserta pendidikan Dokter
untuk memperoleh status calon Doktor;

k. Calon Doktor adalah pesarta pendidikan Doktor
Yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan
usulan penelitiannya telah mendapat persetujuan
Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk
Dipertasi;

1. Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi
adalah kelompek tenaga akademik vang diberi tugas
melakeanakan penilaian wusulan penalitian untuk
Disertasi; ‘

m. Panitia Penilai Disertasi adalah kelompok tenaga
akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian
naskah disertasi vang telah mendapat persetujuan
pembimbing;

n. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi
dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan
secara mandiri dan berigi sumbangan baru bagi
perkembangan ilmu pPengetahuan, atav menemukan
jawaban baru bagi masalah-masalah yang eementara
telah diketahui jawabannya atau mengajukan
pertanyaan- pertanyaan baru terhadap hal-hal yang
dipandang telah mapan di bidang iimu pengetahuan,
teknologi dan seni yang dilakukan oleh calon
Doktor di bawah pengawasan pembimbing {para
pembimbing}-nya;

©. Penelitian adalah kegiaten akademik yang
menggunakan penalaran empirik atau non~empirik
dan memenuhi persyaratan metodolegi disiplin ilmu
Yang bersangkutan;

p. Panitia Ujian Akhir adalah kelompok tenaga
akademik yang diberi tugas melaksanakan Ujian
akhir calen Doktor;

4. Ujian Akhir adalah ujian yang harus ditempuh oleh
calon Doktor untuk memperoleh gelar Doktor.

BAB I
PELAKSANAAN PENDIDIKAR
Pasal 2

Pendidikan doktor bertujuan untuk menghasilkan
lulusan yang berkualifikasi sebagal berikut
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(1}

{23

(3)

(4}

{1

(2

)

Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas yang
tinggi;

Bersifat terbuka, tanggap terhadap kemajuan ilmu

pengetahuan, teknologi, seni dan masalah
masyarakat;

. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan
penelitian;

Mampi: mengembangkan ilmu melalui penelitian
mandiri;

Mampu mengadakan pendekatan interdisipliner;

Yempunyal motivasi wuntuk mengembangkan diri
sebagai ilmuwan; .

Hempunyal wawasgan yang luas di bidang ilmunya
serta bidang yang berkaitan.

Pasal 3
Pendidikan Doktor dilaksanakan oleh Universitas/
ingtitut vang memiliki Program Pendidikan

Pascasarjana.

Pendidikan Doktor dalam suatu bidang 1ilmu hanya

dapat diselenggarakan oleh suatu Program
Pascasarjana jika Universitas/Institut  vyang
bersangkutan memiliki sumber daya yang
diperlukan.

sumber daya yang diperlukan mencakup tenaga
akademik tetap yang memenuhl syarat dan sumber
daya pendukung lain.

Kewenangan melaksanakan pendidikan Doktor dinilai
secara berkala cleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

Pendidikan Doktor merupakan program terstruktur
vang terdiri dari pendidikan kemampuan dasar dan
kekhususan serta penelitian.

Pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan terdiri
dari perkuliahan, seminar, studi mandiri dan
komunikaei ilmiah, termasuk penulisan karya-karya
ilmiah.
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(3}

(4}

(1)

{2

—

(3]

{1

—

(2}

(1)

(2)

Program Doktor dirancang untuk kurun waktu
sekitar 4 (empat) semester deongan waktu studi
maksimal 5 {lima) tahun dan dengan beban
pendidikan sekurang-kurangnya 40 SKS.

Materi pendidikan DoXtor harus mencerminkan
tingkat Xecanggihan dan kedalaman penalaran
sesuail dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 5

Yang dapat dipertimbangkan sebagai calon peserta
pendidikan Doktor adalah lulusan program gelar
Etrata 1 dan memenuhi syarat-syarat kualifikasi
vang ditetapkan oleh masing-masing Universitas/
Institut penyelenggara Program Doktor.

Dasar Pertimbangan penerimaan mencakup prestasi
akademik, pengalaman penelitian, kaitan program
studi jenjang sgebelumnya dan integritas calon
peserta.

Pertimbangan calon peserta dan penerimaan peserta
dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

Pasal ©

Penilaian dasar dan kekhususan dilaksanakan
melalui wujian perkuliahan, seminar dan ujian
xualifikasi.

Ujian kualifikasi mencakup :

4. Penguasaan metodologi penelitian di bidang
ilmunya;

b. Penguasaan materi bidang ilmunya baik yang
bersifat dasar maupun kekhususnan;

€. Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk
mengadakan abstraksi dan extrapolasi;

d. Eemampuan sistematisasi dar perumusan hasil
pemikiran.

Pasal 7

Penelitian didasarkan atas usulan penelitian yang
telah ‘mendapat persetujuan Panitia Penilai Usulan
Penelitian untuk Disertasi.

Penilaian mencakup permasalahan yang akan
diteliti, tujuan penelitian, kerangka penulisan,
pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dan
kepustakaan.
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(3)

(4}

{1

(2)

{1}

Bimbingan penelitian dilaksanakan secara
sistematis berkesinambungan.

Secara berkala oleh Pembimbing dilakukan
verifikasi kemajuan dan hagil penelitian vyang
telah dicapai.

Pasal 8

Disertasi untuk memenuhi syarat mempercleh gelar
Doktor harus diambil dari salah satu disiplin
ilmu sebagai berikut

1. Ilmu: Matematika

2 Tlmu Pisika

3 Iimu Kimia

4, TIlmu Biologi

S. Ilmu Filsafat

6 Ilmu Sastera

7 Ilmu Sejarah

8, Ilmu Antropologi

9., Ilmu Sosiologi

10, Ilmu Ekonomi

11. Ilmu Politik

i2. Iimu Psikologi

13, Ilmu Linguistik

14. Ilmu Agama

15. Ilmu Hukum

16. Ilmu Administrasi

17. Ilmu kedokteran

18. Ilmu Teknik

19, Ilmu Pertanian

20. Ilmu Kehutanan

21. Ilmu RKedokteran Hewan
22. Ilmu peternakan

23. Ilmu Pendidikan

24. Ilmu XKomputer

25. Ilmu Kesenian

26. Tlmu Kelautan.

Apabila secrang peserta pendidikan Doktor akan
mentlis disertasi @i luar disiplin ilmu yang
tersebut pada ayat (1), ia harus mengajukan

permohonan kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan lewat Pimpinan Universitas/Institut
penyelenggara pendidikan Doktor yang
bersangkutan.

Pasal 9

Disertasi dinilai oleh Panitia Penilai Disertasi.
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(2)

(3}

(4}

(5}

{6)

(7}

(8)

{1}

(2}

Penilaian disertasi meliputi

{a) Originalitas dan sumbangan terhadap bidang
ilmunya dan/atau nilai penerapannya;

(b) Kecanggihan metodologi dan pendekatan peneli-
tian, kedalaman penalaran dan penguasaan
dasar teori.

{c} Recanggihan dan sistematika pemikiran serta
kecermatan perumusan masalah, batasan
penelitian dan kesimpulan.

Penilaian akhir pendidikan dilaksanakan dalam
ujian akhir setelah disertasi dinilai dan
dianggap memenuhi syarat oleh Panitia Penilaian
Disertasi.

Ujian akhir dilaksanakan dalam dua tahap, tahap
pertama bersifat tertutup dan bila Yang
bersangkutan dinyatakan lulus, dilanjutkan dengan
ujian tahap kedua yang bersifat terbuka.

Ujian akhir dilakeanakan oleh Panitia Ujian Akhir
vang terdiri dari unsur Pembimbing, Panitia
Penilai Disertasi dan penguji lain.

Sekurang-kurangnya seorang anggota Panitia Ujian
Akhir harus berasal dari luar Universitas/
Institut Penyelenggara.
Untuk diangkat menjadi anggota Panitia dalam
pendidikan Doktor seorang tenaga akademik harus
berjabatan Guru Besar atau memiliki gelar Doktor.
Semua panitia Yang berperan dalam proses
penilaian hasil pendidikan Doktor dibentuk dengan
keputusan Rektor.

BAB IiI

PEMBERIAN GELAR DOKTOR
Pasal 10

Gelar Doktor diberikan kepada calon Doktor yang
dinyatakan lulus dalam ujian akhir tahap Kedua.

Pemberian gelar Doktor disertai dengan

pPernyataan predikat lulusan : memuaskan, sangat
memuaskan dan cum laude.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Xeputusan ini
akan diatur lebih lanjut dalam  ketentuan

tersendiri.

{2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua
ketentuan mengenal pelaksanaan program doktor
vang bertentangah dengan Keputusan ini dinyatakan

tidak berlaku .

(3) Keputusan ini milal berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 17 Februari 1993

HENTERI PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
ttd

FUAD HASSAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

gekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

[

2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

3. Semua Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen
Pendidikan dan Rebudayaan,

4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal
dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan FKebuda-
yaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Eebudayaan.

6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebuidayvaan di Propinsi.

7. Semua Xoordinator Kocrdinasi Perguruan Tinggi Swasta.
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10.
11.

Semua Rektor Universitas Institut, Ketua Sekolah Tinggi,
Direktur Akademi dalam lingkungan Departomen Pendidikan dan
Kebudayaan.

Semua Kepala Biro, Imspektur, Direktur dan KXepala Pusat di
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi.
Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan,

ttd

Mardiyvah
Nip. 130 344 753
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SALIRAN

KEPUTUSAN

HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NO 17/D/0/1993

TENTANG

KURIKULUH YANG BERLAKU SECARA NASIONAL PRNDIDIKAN TINGGI
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM PADA FAKULTAS HUKUH

Hanimbang

Hengingat

HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAX

Bahwa sistem pendidikan nasional telah
mangelami perkembangan yang memerlukan
penyesuaian dan  pemantapan  baik dalam
kelembagaan maupun proses belajar mengajarnya,

. Bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional

disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional serta sebagai dasar panyeleanggaraan
pendidikan tinggl cleh masing-masing perguruan
tinggi.

Bahwa dalam menetapkan kurikulum yang dimaxsud
dalam butir b pendidikan tinggi bagi program
sarjana bidang ilmu hukum perlu diperhatikan
perkembangan pendidikan tinggi hukum Aat
Indonesia selama ini, baik secara nasional
maupun secara lckal ({daerah} dan dipadukan
dengan sistem pendidikan pada umumnya.

. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas

dipandang perlu menetapkan kurikulum Yahy
berlaku secara nasional pendidikan tinggi
program sarjana bidang ilmu hukum pada
Fakultas Hukum.

Undang-Undang Ne 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

. Peraturan Pemerintah Ne 30 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Tinggi.

. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

a, nomor 44 Tahun 1974

b. Nomer 15 tahun 1984 gebagaimana taelah
diubah/ ditambah dengan Keputusan Presiden
Nomor 67 Tahun 1992.

c. Nomor 66 H/Tahun 1984

d. Nomor &4 M/Tahun 1988.
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4. Keputusan Henteri Pendidikan dan Kebudayaan
a&. Nomor 0222¢/0/1980 dengan perubahan/
tambahannya
b. Nomor 0686/U/1991:
c, Nomor 036/U/1993,

Hemperhatikar : Surat ketua Konsorsium Ilmu Hukum No. I3G/UI/KIN/

XIT/92 tanggal 17 Desember 1992 dan No. 359/ur/
KIH/II/93 tanggal 18 Februari 1993.

MEHUTUSEKAN

Henetapkan + KURIKULUM YANG BERLAKU SECARA NASIONAL UNTUK

PENDIDIXAN PROGRAM SARJANA BIDANG TLMU HUKUM PADA
FAKULTAS HUKUH.

Pasal 1

(1} Tujuan pendidixan tinggi program sarjana bidang {lmu hukum
adalah menyiapkan peserta didik atau mahasiswa menjadi
sarjana hukum yang

1.
2.

HMenguasai hukum Indonesia; .
Henguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar Xemahiran
kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum.

- Mengenal dan peka akan masalah~masalah keadilan dan

masalah-masalah kemasyarakatan;

. mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
- Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memacahkan

maslah-masalah kemasvarakatan dengan bijakxsana dan tetap
berdasar pada prinsip-prinsip hukum.

{2} Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapail tujuan sebagai
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berpedeman pada

1.
-2.
3.
4.

Tujuan pendidikan nasional;

Tujuan pendidikan tinggi;

Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan; |

Kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat,
kemampuan dan prakarsa pribadi.

Pasal 2

{1} Dalam program pendidikan tinggi pada tingkat program sarjana
pada Fakultags Hukum hanya terdapat satu program studi, vyaitu
program studi ilmu hukum.

(2) Pada setiap Pakultas Hukum terdapat 8 (delapan) bagian yang
merupakan unsur pelaksana akademik fakultas untuk pengelolaan
sumber daya manusia bagi pengembangan ilmu hukum, vyaitu
bagian-bagian

1.
2.

Dasar-dasar Ilmu Hukum;
Hukum Keperdataan;
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. Hukum Pidana;

Hukum Tatanegara;

Hukum Administrasi Hegara;
. Hukum Internasional;

. Hukum dan Hasyarakat; serta
. Hukum Acara.

(== - N F R SR

Pasal 3

{1

—

Administrasi akademik pendidikan tinggt program sarjana
bidang ilmu hukum pada Pakultas Hukum diselenggarakan dengan
menerapkan gistem keradit semestar.

{2} Beban studi program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas
Hukum dihitung dengan menggunakan satuan kredit semester
{disingkat SK3) sekurang-kurangnya 144 S8K3 dan .sebanyak-
banyaknya 160 SKS.

Pasal 4

Rektor menetapkan kurikulum untuk sebagai pengembangan Xurikulum
yang berlaku secara KNasional atas usul Dakan bardasarkan
pertimbangan Senat Pakultas.

Pasal 5

{1} Rurikulum vyang berlaku secara nasjonal program sarjana bidang
ilmu hukum pada Pakultas Hukum terdiri atas materi Xurikulum
nasional dan materi kurikulum yang ditetapkan oleh masing-
masing peruguran tinggi.

{2) Hateri Kurikulum yang berlaku secara nasional adalah sebanyak
78 sks dan terdiri atas :

Mata Kuliah Umum (HMED}

¥ata Kuliah Dasar Keahlian Hukum
Hata Kuliah Keahlian Hukum.

HMatz Kuliah Pembulat dan
Pendidikan Kemahiran Rukum.

o W

{3) HMateri Rurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat {2) pasal ini
berlaku secara nasional pada setiap Fakultas Hukum sebagal
mata kuliah wajib.

{4) Materi Kurikulum utuh adalah pengembangan materi kurikulum
vang berlaku gecara nasional ditambah materi vang ditetapkan
oleh masing-masing perguruan tinggli sebesar 66 sks atau
sebanyak~banyaknya 82 sks dan dapat terbagi atas satu atau
lebih program kekhususan.
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Pasal 6

Susunan Kurikulum yang berlaku secara nasional adalah sebani
berikut

Hata Kuliah Umum {MKU)

1. Pendidikan Pancasila 2 sks
2. Pendidikan Agama 2 5ks
3. Kewarganegaraan/Kewiraan 2 sks

Hata Kuliah Dasar Keahlian Hukum {MKDKH)

4. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) "4 gks
§. Pengantar Hukum Indonesia ({PHI) 4 sks
6. Ilmu Negara - 3 sks
Mata Kuliah Keahlian Hukum (MEXH)
7. Hukum Perdata 4 sks
B. Hukum Pidana 4 sks
9. Hukum Tata Negara 4 sks
10. Hukum Adminitrasi Negara 4. 5ks
11. Hukum Internasional 4 skp
12. Hukum Acara Perdata 4 sks
13. Hukum Acara Pidana 4 sks5
14. Bukum Dagang 4 sks
15. Hukum Adat 2 ska
16. Hukum Islam 2 sks
17. Hukum Agraria 3 sks
18. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 sks
19. Metode Penelitian Hukum 3 sks
20, Hukum Lingkungan 3 sks
Hata Kuliah Pembulat (MKPb)
21. Pilsafat Hukum yany materinya terdiri atas

Filsafat Hukum dan Etika Profesi Hukum 4 sks
22. Penulisan.Hukum yang materinya terdiri atas :

Penelitian "Hukum dan Penulisan Skripsi 4 sks
Hata RKuliah Kemahiran {MKEKn)
23. Pendidikan dan Latihan' Kemahiran Hukum 6 sks

78 sks

Pasal 7

Hateri Kurikulum di fakultas Hukum diujudkan dalam satu program
pendidikan ilmu hukum yang direncanakan dan dilaksanakan untuk
menghasilkan sarjana Hukum. Silabus dan bahan pustaka bacaan
wajib disusun atas saran-saran Konsorsium Ilmu Hukum.

61



Pagal 8
(1) Ponyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu hukum program sarjana
dilakukan dengan kegiatan kuliah, pendidikan kemahiran dan
kegaitan ilmiah lainnya.

(2} Pelaksanaan sebagaimana tersebut pada ayat (1} paeal ini
dilakukan dengan cara pendekatan terapan.

{3) Bahan program pendidikan ilmu hukum terdiri atas unsur teori,
hukum positif dan kasus.

(4) Pada setiap Pakultas Hukum terdapat laboratoriom Hukum Yang
menyelenggarakan pendidikan kemahiran dan membina sistem
pendidikan dengan pendekatan terapan.

Pasal §

Penilaian Xurikulum yang berlaku secara nasional dilakukan secara
berkala,

Pasal 10

{1) Kurikulum yang berlaku cecara nasional inl mulai berlaku pada
tahun ajaran 199371994,

(2) Rekior menetapkan aturan peralihan dari Xurikulum Inti
menjadl Kurikulum yang berlaku secara nasional atas usul
dekan Pakultas Hukum,

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Februari 1993

a.n HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIRAR TINGGI

TTD
SUKADJI RANUWIHARDJO

Nip. 130 120 324

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
1. Sekretariat Negara.

2. Sekretariat Kabinet
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10.
11.
12.

13.

Manteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
Sekretariat Jendaral Departemen Pandidikan dan Kebudayaan;
Kepala balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan;

Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan
Depdikxhud;

Semua Direktur dalam Lingkungan Depdikbud:
Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;

Semua Universitas / Institut/Sekolah Tinggi / Akademi dalam
lingkungan Depdikbud;

Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian tatalaksana, Sakretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tingyl Departemsn
Pendidikan dan Xebudayaan

TTD

Dra. Merry L. Panjaitan
Nip. 130 230 261
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SALINAR

KEPUTUSAN

HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONRSIA
No 18/D/0/1993

TENTARG

KURIKULUM YANG BERLAKU SECARA NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAX
PSIKOLOGI PADA FARULTAS PSIKOLOGI

Henimbang

Hengingat

MERTERI PENDIDIXKAN DAN KEBUDAYAAN

a.

Bahwa sistem pendidikan nasional talah
mengalami porkembangan yang -memerlukan
penyesuaian dan pemantapan baik dalam
kelembagaan maupun proses belajar mengajarnya;

Bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional
di susun untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional serta sebagai dasar penyeleanggaraan
pendidikan tinggi oleh masing-masing perguruan
tinggi;

Bahwa dalam menetapkan kurikulum Yang dimaksud
dalam butir b pendidikan tinggl bagi program
pandidikan peikologi perlu diperhatikan
perkembangan pendidikan tinggi psikologi dai
Indonesia selama ini, baik secara nasional
maupun secara lokal (daerah) dan dipadukan
dengan sistem pendidikan pada umumnya,

Bahwa sesual dengan hal tersebut di atas
dipandang perlu menetapkan kurikulum Yang
berlaku secara nasional pendidikan tinggi
program pendidikan psikologi pada fakultas
Psikologi.

Undang-Undang No 2 Tahum 1989 tentang Sistem

Pendidikan Hasional;

Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1990 tentang

Pendidikan Tinggi;

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 tahun 1974;

b. Nomor 15 tahun 1984 sebagaimana telah
diubah/ditambah dengan FReputusan Presiden
¥omoxr 67 Tahun 1992;

c. Nomor 66 M/ Tahun 1984;

d. Nomor 64 M/Tahun 1988.
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4. Keptuusan Menteri Pendidikan dan. Kebudayaan.
a. No. 0222c/0/1980, dengan perubahan / tamba—
hannya;
b. Ho. 0686/U/1991
c. No. 036/U71993.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat antar Kongorsium tanggal 1

Desember 1992;
2. Burat Ketuaz Xonsorsium Psikelogi tanggal 15
April 1992 Nomor : 19/Kp/IV/92.

HEMHUTUSKAN

Henetapkan t KURIKULUM YANG BERLAKU SECARA  NASIONAL PROGRAM

PENDIDIKAN PSIXOLOGI PADA FAKULTAS PSIKOLOGI.

Pagal 1

{1) Tujuan pendidikan tinggi Program Pendidikan Psikologi adalah
untuk menghasilkan tenaga Profesional dalam bidang peikologi
Yang mampu menangani masalah-masalah psikologi-yang gifatnya
Umum secara mandiri dan secara rinci smehingga lulusan program
pendidikan psikologi harus mampu :

(2)

a.

f.

Hemahami pengetahuan dasar psikologi dan teknik patigamatan
eecara objectif, sehingga dapat menginterprestasikan
tingkah laku manusia, baik parseorangan maupun Xelompok,
menurut kaidah-kaidah psikologi,

Melaksanakan penelitian psikolegi.

. Memilih dan menggunakan dengan tepat alat-mlat pemeriksaan

psikologi dan menganalisa gerta menginterprastasikan
hasilnya untuk membari pelayanan prikologi saCara
profesional kepada individu maupun kelompok.

Menunjukkan Xkepekaan yang bertanggung jawab  terhadap
nilai, proses, dan masalah sogial, budaya, agama, politik
dan ekonomi yang berpengaruh pada tingkah laku manusia,
schingga dapat menglterprestasikan tingkah 1laku dalam
kaitannya dengan kondisi Indonesia.

Hengenal, menghayati dan mengamalkan kode stik Peikologi
yang meliputi kode etik keilmuan, penelitian dan profesni.
Henyusun laporan penelitian dan pemeriksaan paikologi
secara ilmiah dan profesional.

Penyelenggaraan kegiatan untuk mancapai tujuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berpedoman pada :

=t I - ]

Tujuan pendidikan nasional;

Tujuan pendidikan tinggi;

Eaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;

Kepentingan masyarakat, serta memperhatikan minat,
kemampuan dan prakarsa pribadi.
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Pasal 2

(1) Program Paendidikan Psikologi dapat dikelola oleh Pakultas

{2)

(1)

(2)

(3}

(4)

(5)

(1}

vang memiliki 6 {(enam) Bagian yaitu :

Bagian Psikelogi Umum dan Ekeperiment:

. Bagian Psikologi Perkembangan;

Bagian Psikologi Sosial;

Bagian Psikologi Industri dan Orgaisasi;
Bagian Psikologl Pendidikan;

Bagian Psikologi Klinis.

Lo T TR o I~ )

Program Pendidikan Psikclogi pada tahap pendirian dapat
dikelola oleh Fakultas Psikolegi yang memiliki 3 (tiga)
bagian yang merupakan penggabungan 6 {enam) bagian, yaitu :

a. Bagian Psikologi Umum dan Eksperiment, dan Pendidikan;

b. Bagian Psikologi Perkembangan dan Psikolegi Industri d&an
Crganisaesi;

c. Bagian Psikologi Sosial Klinis.

Pagal 3

Administrasi akademik pendidikan Psikologi pada Fakultas
Peikologi dieelenggarakan dengan menarapkan sistem kredit
Eemestar.

Program Pendidikan Pasikologi terdiri atas pendidikan akademik
Sarjana Psikologi dan pendidikan profesi Psikolog.

Kurikulum yang berlaku secara nasional Program Pendidikan
Psikologl mempunyal beban Stué&i kumulatif sekurang-kurangnya
168 sks, yang terdiri dari kurikulum pendidikan Sarjana
Psikelogi dan kurikulum pendidikan profesi Psikolog.

Kurikulum yang berlaku secara nasional Pendidikan Sarjana
Psikeclogl memepunyal beban studi kumulatif 107 sks, merupakan
inti pendidikan psikologi yang harus dilaksanakan oleh semua
Fakultas Peikologi, terdiri atas :

a. Mata Kuliah Umum = 9 pks;
b. Mata Kuliah Dasar Keahlian = 30 s5ks8;
c. Hata kuliah Xeahlian = 6B gks.

Kurikulum yang berlaku secara nasional pendidikan profesi
Psikolog terdirl atas sekurang-kurangnya 24 sks.

Pasal 4
Hata Kuliah Umum terutama ditujukan untuk membentuk

xepribadian, baik dari segi perseorangan, sosial, budaya
maupun peradaban.
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{2}

(3)

{4}

{5}

{1)

Hata Kuliah Dasar XKeahlian terutama ditujukan untuk memberi
landasan pembentukan keahlian, bajk untuk kepentingan profesi
psikologi maupun untuk pengembangan ilmu dan teknologi dalam
bidang psikologi.

Hata Kuliah Xeahlian terutama ditujukan untukX membentuk
penguasaan pengetahuan dan metodologi bidang psikologi serta
kemampuan penerapannya untuk memahami dan memecahkan
masalah-masalah dalam bidang psikologi.

Hateri Rurikulum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4)
berlaku secara nasional pada setiap FPakultas psikologi
sebagai mata kuliah wajib.

Hateri kurikulum utuh adalah pengembangan materi Xurikulum
yYang berlaku secara nasional ditambah materi yang ditetapkan
oleh masing-masing Perguruan Tinggi, sehingga jumlah beban
studi mencapai 144 sks untuk pendidikan Sarjana Psikologi dan
168 sks untuk pendidikan Psikologi.

Fasal 5
Kurikulum yang berlaku secara nasional pendidikan Sarjana

Peikologl seperti pada pasal 3 ayat (4) terdiri atas

a. MATA KULIAH UMUM (MXU} :

1. Pancasila 3 sks;
2, Agama 3 sks;
3. Kewiraan/Kewarganegaraan 3 sks;

b. MATA RKULIAH DASAR KEAHLIAN (MKDX)

Filsafat Umum; Pengantar ¥ilsafat ks
Filsafat Manusia - sks;
Pilsafat Ilmu dan Logika 2 s5kB;
Hetodologi Penelitian I;

.

(5

- h o e
.
fo]

Pengantar Hetode Penelitian 3 ska;
8. Hetodologl Penelitian II; Dasar dan Rancangan

Penelitian; 3 sks;
9. Statistix I 3 sks;
10. Statistik 11 3 sks;
11, Sosiclogi 2 8ks;
12. Antropologl 2 BkE;
13. Bilologi/Antropologi 2 sks;
14. Psikologi Umum I 3 sks;
15. Psikologl Umum II 3 sks;

67



€. HATA KULIAH KRAHLIAN (HKK)

16. Peikelogi Kognitir

17. Psikologi Paal I

18. Paikologi Paal Ig

15, Peikologi Parkembangan I

20, Psikologi Parkembangan IT

21. Psikelogi Sosial T

22. Psikologl Sosial II

23. Psikelogi Kepribadian I

24, Psikologi Kepribadian II

23. Psikologi Abnormal dan Paikopatologi

26. Psikologi Pendidikan

27. Psikologi Industri dan Organisasi

28. Peikelogi Ekspariman

29, Peikometri

30. Konstruksi Tas

31. Penyusunan Skala Pelkologik

32, psikologi Xlinis

33. Xesehatan Hental

34. Psikologi Konseling

35, Psikodiagnostika I : Administrasi dap Skoring

Bateri Tes { Individual

dan Klasikal }

Tes Intelagensi

Tes Bakat

Tes Grafie

Tes Pauli dan Inventori

Tes Rorschach dan Ben~

Rorschach

41. Psikodiagnostika VII - Obsarvasi dan Interviu

42. Psikodiagnostika VIII: Thematic Apparcetion
Test dan children
apercepticn Test

36. Peikodiagnostika 7Ii
37. Peikodiagnostika III
38. Paikodiagnostika IV
39. Psikodiagnostika v
40. Paikodiagnostika vI

ey 4.

43. Kode Etik Peikologi
44. Skirpsi :

Pasal 6

ad

5k8;
sKks;
skE;
skg;
8ks;
sks;
[:3 4:34
EkE;
sks;
6ks;
EkE;
sks;
[9.4:34
8K5;
6kB;
ska;
eks;
8ks;
sks;
:3.4: 3

Bks;
6kB;
Bks;
sks;
BXB;

&sks5;

EXE;

6KE;
Bks;

Untuk menyelesaikan pandidikan Sarjana Peikologi, selain menempuh
mata kuliah dalam kurikulum Yang berlaku secara nasional, peserta
didik juga harus manempuh mata kuliah pilihan sekurang-kurangnya

23 sks dari salah gatu bidang di bawah ini :

Psikologi Umum dan Eksperimen;
Psikologi Perkembangan;

Psikclogi Sosial;

Peikologi Industri dan Organigasi;
Psikologi Pendidikan:

Psikologi Klinie.

MmO on oo
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(1)

(1)

(2}

(1)

(2)

{3}

Pasal 7

Kurikulum pendidikan profesi Peikologl seperti daimebut pada
pasal 3 ayat (5) terdiri atas kegiatan kepaniteraan
sekurang-kurangnya 24 sks dari kegiatan di bawah ini

1. Praktek Xonseling 2~-3 gks
2. Praktek Observasi dan wawancara 2=-3 sks
3. Praktek Peikodiagnostika : XKasuistika 2-3 gks
4. Praktek Psikodiagnostika : Kasuistika lanjutan 2~3 sks
5. Praktek Rerja Psikologi Pendidikan 3-5 sks
6. Praktek Xerja Psikologi Xlinie 3-5 sks
7. Praktek XKerja Psikologi Sosial 3-5 sks
8. Praktek Rerja Psikologi Industri dan Organisasi 3-5 gks

Pasal B8

Silabus mata kuliah serta buku bacaan wajib, disusun atas
saran-saran konsorsium ilmu Psikologi.

Rektor menetapkan kurikulum utuh sebagai+ pengembangan
kurikulum yang berlaku secara nasional atas usul Dekan
berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas. '

Pagal 9
Poserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikar
akademik Sarjana Peikologl mendapat gelar akademik Sarjana
Peikologi.

Pesarta didik vyang telah menyelesaikan pregram pendidikan
profesi psikolog mendapat sebutan profesi Pikolog.

Psikolog memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan
peikologis dan membuat laporan psikclogis secara mandiri, dan
memberikan konseling dan terapi secara mandiri.

Pagal 190

Penilaian kurikulum yang berlakau secara Nasional dilakukan
‘secara berkala.

(1)

{2}

Pasgal 1%t

Kurikulum yang berlaku secara Nasional ini mulai berlaku pada
tahun ajaran 1993/1994.

Rektor menetapkan aturan peralihan dan Kurikulum Inti menjadi
Kurikulum yang berlaku secara nasional atas usul Dekan
Fakultas Peikologi.
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Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Pebruari 1953

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TID
SUKADJI RANUWIHARDJO

NIP. 130 120 324

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretariat Negara;

2. Sekretariat Kabinet;

3. HMenteri Koordinator Kesejahteraan rakyat;

4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Inspektur Jendera Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Sekretariat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Xepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan;

9. Semua Sokretaris Ditjen, Itjan dan Balitbang dalam

lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

1G. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;

11, Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;

12. Semua Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Akademi dalam
lingkungan Departemen Pendidikan dan Rebudayaan;

13, Bagian Administrasi Kepegawaian Hegara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
birektorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebuddyaan

TTD

DRA. MERRY L PANJAITAN
®IP 130 230 261
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Menimbang

Hengingat

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KRBUDAYAAN

REPUBLIK INDOKESIA
NOMOR 24/D/0/1993

tontang

PEMBENTURAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PADA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS PANCASILA

DI JAKARTA

HENTERI PENDIDIKAN DAN XKEBUDAYAAN

. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga

lulusan Magister Hanajemen perlu digelenggara-
kan Program Studi Hagister Hanajemen;

bahwa dari hasil evaluasi diri yYang telah di-
lakukan Universitas Pancarila telah mamenuhi
persyaratan untuk menyelenggarakan program
Magister Manajemen;

.- bahwa gehubungan dengan butir b di atas, perlu

Penetapan pembentukan Program Magister Mana-
jemen pada Program Pasca S8arjana Universitas
Pancasila yang diselenggarakan oleh Yayanan
Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila
di Jakarts;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;

Peraturan Pemerintah Republik Indonasia Nomor
30 Tahun 1990;

- Reputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b, Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana talah
diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 67 Tahun 1992;

c. Nemor 6&/H Tahun 1984;

d. Nomor 96/M Tahun 19%3;

- Reputugan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

&, Nomor 0222¢/0/1980 tanggal 11 September
1980 dengan perubahan dan tambahan;
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Kemperhatikan :

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

b. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982;
c. Namor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
d. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 J u li 1992;
6. Nomor 0349/U/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
f. Fomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.

1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta
Nomor 041/XKop.IIXI/N1.1.01/II1/1993, tanggal 27
Haret 1993;

2. Hasil pPenilaian Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi pada bulan Marst danm April 1993,

HEMUTUSKAN

: Membentuk Program Studi Magister Hanajemen pada

Program Pagca Sarjana Universitas Pancasila di
Jakarta;

t Program B8tudi Hagister pada diktum "Pertama®

adalah Program Pasca Sarjana (82);

¢ a. Untuk mendapatkan ijazah, pars mahasiswa

jurusan/program studi dalam diktum Pertama
diwajibkan menempuh ujian negara.

Panitia Ujian Negara  program tersebut,
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi atas wusul Kopertis Wilayah IIr di
Jakarta;

b. Lulusan Jurusan / program studi sebagaimana
tersebut dalam diktum Pertama berhak memakal
gelar akadenmik Magister sesuai dengan
ketantuan yang berlaku;

c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagai-
mana tersebut dalam diktum Pertama harus
didaftaran dan ditandasahkan kepada
Keoordinator Kopertis Wilavah III 4ai Jakarta.

Kinerja Perwujudan Program Pasca Sarjana tersebut
akan ditinjau secara berkala oleh para pakar
dibidangnya yang diangkat oleh FKopertis Wilayah
yvang bersangkutan;

: Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai-
mana mestinya;
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Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap~
kan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1993,

A.n.b. HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONERSIA
DIRERUR JENDERAL PENDIDIEAN TINGGI
ttd

SUERADJI RARUWIHARDJO
NIP. 130120324
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KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIXAN DAK KEBUODAYAAM
REPUBLIX THDOHESIA
Ha. 38/0D/0/1993
tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMER

PADA PROGRAN PASCA SARJANA SEKOLAH TIKGGI MAMAJEMEM PRASETYA MULYA

Henimbang

Hengingat

DI JAKARTA

MENTER] PENDIDIKAN DAX KEBUOAYAAM,

: 4. bahwa untuk memenchi kebutuhan akan tenaga Julusan Program

Hagister ManajJemen perlu diselenggarakan Program Studi
Magister Manajemen;

. bahwa darf hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah

.

Tingg! Manajemen Prasetya Mulya telah rmemenvhi persyaratan
untuk menyelenggarakan program Magister Kanajemen;

bahwa sehubungan dengan buiir b di atas, perlu penetapan
pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca
Sarjana Sekolah Tinggi Hanajemen Prasetya Mulya yang
diselenggarakan oleh Yayasan Prasetya Hulya di Jakarta;

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2.
3.

Hemperhatikan : 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonestia Komor 30 Tahun 1990;

Keputusan Presiden Republik Indonesia :
Nomor 44  Tahun 1974;

b..Homor 15 Tahun 1984, sebagalmana telah diubah/ditambah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;

c. Nomor 66/M Tahun 1984;

d, Nomor 96/M Tahun 1993;

. Keputusan Menter{ Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0222¢/0/1980 tanggal 11 September 1980,
dengan perubahan dan tambahan;

b. Hemor 0212/U/1982 tanggal 26 J u n 1 ~ 1982;

c. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 19913

e. Homor 0300/0/1992 tanggal 7 Ju 1 i 1992

d. Nomor 0349/U/1992 tanggal 24 Agustus 1992;

f. Nomor 036/4/1993 tanggal 9 Februari 1993,

Rekomendasi Kopertis Wilayah II1 di Jakarta
Nomor 025/Kop.III/N1.1.01/11/1993, tanggal 27 Februari 1983;

Hasil peniiaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada
bulan Maret dan April 1933.
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Henetapkan
Pertama

Kedva

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

SALTNAN Keputusan ini disampalkan kepada ....

MEHUTUSKAN

; Hembentuk Program Studi Magister Manajemen pada Program Pasc

-

Sarjana Sekolah Tingg! Hanajemen Prasetya Mulya di Jakarta;

Program Studi Magister pada diktum "Pertama® adalah Progra
Pasca Sarjana (S2};

a. Untuk mendapatkan {jazah, para mahasiswa Jurusan/progra
studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara
Panitia Ujfan Negara program tersebut, ditetapkan ole
Direktur Jenderal Pendidikan Tingg!i atas  usul Kopert{:
Wilayah II1 di Jakarta;

b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimazna tersebut dala
diktum Pertama berhak memaka! gefar  akademik Magiste
sesual dengan ketentuan yang berlaku;

c. IJazah Tulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebu
dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandasahka
kepada Koordinator Kopertis Wilayah [1I di Jakarta.

: KinerJa perwujudan  program  Pasca  Sarjana tersebut aka

ditinfau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yan.
diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;

t Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan inl, aka

dladakan perbaikan sebagaimana mestinya;

: Keputusan Inf mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggz1 20 April 1993

A.n.b.HENfERI PERDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIX INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PEMOIDIKAN TINGGI
t.t.d

SUKADJI RANUNTHARDJO
NIP. 130120324
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SALINAN Keputusan ini disompaihan kepada Yih

. Henteri Pendidikan don Kebudoyonn ;

. Sckretaris Jenderal Depdikbod ;

. Inspektur Jenderal Depdikbud ;

. Kepala Balitbang Depdikbud ;

. Koordinator Kopertis III di Jakarta

. Pimpinon Perguruan Tinggi Swasta yong bersongkutan.

O LT L

uqkt.ur Pargurunn ngg; Suesta
irektorat Jendernl Pendidiken Tinggi

HIP 130154833

tenen Pendidikan den Kebudayean
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KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 39/0/0/1993
tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MAMAJEMEN

PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGEI MAMAJEMEH "PPM™ -

Menimbang

Hengingat

Memperhatikan :

(R ]

1.

DI JAKARTA

MENTERT PEHDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Progran

Kagister Hanajemen periu diselenggarakan Program Studsi
Hagister Manajemen;

. bahwa dar{ hasil evaluasi dirt yang telah dilakukan Sekalat

Tinggf Manajemen "PPM* telah ~ memenuhi. persyaratan untuk
menyelenggarakan program Magister Manajemen;

. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapar

pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pascs
Sarjana Sekolah Tinggl Hanajemen "PPH* yang diselenggarakar
oleh Yayasan Pendidikan dan Pembinzan Manafemen di Jakarta;

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985;

. Perituran Pemerintah Republtk Indonesia Nomor 30 Tzhun 1990;

Keputusan Presiden Republik indonesia :

&. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Homor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1892;

c. Nomor 66/M Tahun 1984;

d. Nomor 96/M Tahun 1993;

. Keputusan Menter{ Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980,
dengan perubahan dan tambahan;

. Nomor  Q212/U/1982 tanggal 26 J u n § 1932;

. Homor  0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;

Nomar  0300/0/1992 tanggal 7 Ju 1 4 1992;

Nomor  0349/1/1992 tanggal 24 Agustus  1992;

. Nomor 036/U/1993 tanggal ¢ Febrvari 1993.

i AN o

Rekomendagt Kopertis Wilayah IT! df Jakarta
Nomor 025/Kap.IT1/N1.1.01411 /1993, tanggal 27 febrvar{ -1993;

. Hasi1 penilatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggl pada

bulan Maret dan April 1893,



KEHUTUSKAKN

Menetapkan
Pertama : Membentuk Program Studi Magister Hanajemen pada Program Pasca
Sarjana Sekolah Tinggl Hanajemen "PPM™ di Jakarta;

Kedua : Program Studi Magister pada diktum "Pertama™ adalah Program
Pasca Sarjana (52);

Ketiga : 2. Untuk mendapatkan ijazah, para mzhasiswa jJurusan/program
studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara.
Panitia Ujtan Hegara program tersebut, ditetapkan oleh
Direkiur Jenderal Pendidikan Tingg! atas usul Kopertis
Wilayah [11 di Jakarta;

b. Lulusan Jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam
diktum Pertama berhak memakai gelar  akademik Magister
sesuaj dengan ketentuan yang berlaku;

c. Ijazah ulusan Jurusan/program studi sebagaimanma tersebut
dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandasahkan
kepada Koordinator Kopertis Wilayah IT1 di Jakarta.

Keempat : Kinerja perwujudan  program  Pasca  Sarjama tersebut akag
ditinJau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang
diangkat olech Kopertis Wilayah yang bersangkutan;

Kelima : Jika, ternyata terdapat kekeldruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbatkan sebagaimana mestinya;

Keenam : Keputusan ini mulai berlakv pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1893

A.n.b.MENTERT PENDIDIXAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDOHESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
t.t.d

SUKADJI RANUWIHARDJO
KIP, 130120324

SALINAN Keputusan ini disampalkan kepada ........iciiainnnnns :
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SALINAY Keputuson ini disompaikon kepada Yth

O O i £ by

. Henteri Pendidikan den Kebudoyaann ;

Sekretaris Jenderal Depdikbud ;

. Inspehtur Jenderal Depdikbud ;

. Kepals Balitbeng Depdikbud ;

. Koordinator Kopertis III di Jakarta

. Pirpinan Perguruan Tinggli Swastn yang bersongiutan,

HIP 130154633
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KEPUTUSAN |
MEKTERI PEMDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK IRDOMESIA
Ne. 40/D/0/1993
tentang

PEMBEKTURAN PROGRAM KAGISTER MAMAJEMEM

PADA PROGRAM PASCA SARJAMA SEKOLAH TINGEI RANAJEHEN “IPKI®

Henimbang toa.
. Hagister Manajemen perlu diselenggarakan Program Stud:

Mengingat '

DI JAKARTA
HENTERI PERDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Prograr

Hagister Manajemen;

. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekola

Tinggl Manajemen "IPHI" , telah memenchi persyaratan untul
menye lenggarakan program Magister Manajemen;

. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapas

pembeniukan Program Magfister Manajemen pada Program Pasci
Sarjana Sekolah Tinggf Hanajemen "IPHI"™ yang diselenggarakar
oleh Yayasan Pengembangan Manajemen Indonesia di Jakarta;
Undang-Undang Homor 2 Tahun 1989;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1950;

. Keputusan Presiden Republik Indonesfa :

a, Momor 44 Tahun 1974;

b. Homor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/d{itambal
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;

c. Nomor &6/M Tahun 1984;

d. Homor 96/M Tahun 1993;

. Keputusan Menter{i Pendidikan dan Kebudayaan :

Memperhatikan : 1.

amno

a. Homor 0222¢/0/1980 tanggal 11 September 1980.
dengan perubahan dan tambahan;

. Homor  0212/U/1982 tanggal 26 Jun 1 1982;

. Homor  0686/U/1951 tanggal 30 Desember 199%;

. Homor  0300/0/1992 tanggal 7Ju l i 1992;

. Homor  0349/U/1992 tanggal 24 Agustus  1992;

f. Homor  036/U/1993 tanggal 9 Februar! 1993.

Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta
Homar 025/Kop.III/M1.1.01/11/1993, tanggal 27 Februari 1993;

. Hastil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggl pada

bulan Haret dan April 1993.

ac



Menetapkan
Pertama

Kedua

¥etiga

Keempat

Kelima

" Keenan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ....

HEKUTUSKAN

: Membentuk Program Studi Magister Manajemen pada Program Pasc
Sarjana Sekolah Tinggi Hanafemen *IPMI™ di Jakarta;

: Program Studi Magister pada diktum “Pertama” adalah Progra
Pasca Sarjana (52);

¢ 2. Untuk mendapatkan {jazah,. para mahasiswa Jurusan/progra
studf dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujfan negarz
Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan ole
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggd atas  usul Kopertd
Wilayah IIT di Jakarta;

o

tulusan jJurusan/program studi sebagaimana tersebut dala
diktum Pertama berhak memakal gelar  akademik Magiste
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1jazah 1tulusan Jurusan/program studf sébagaimana tersebu
dalam diktum Pertama harus didaftarkan. dan ditandasahks
kepada Koordinator Kopertis Wilayah 111 di Jakarta.

(2]

: Kinerja perwuludan  pregram  Pasca Sarjana tersebut aks
ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yan
dlangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;

: Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan inf, aka
diadakan perbaikan sebagzimapa mestinya;

i Keputusan 1ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1993

A.n.b.MENTERT PEMOIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK TNDONESTA
DIREKTUR JENDERAL PEMDIDIKAN TINGGI

t.t.d

SUKADJT RANUWEHARDJO
NIiP. 130120324

L
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SALTHAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth

. Henteri Pendidikan dan Kebudayaan ;

Sekretaris Jendernl Depdikbud ;

. Inspektur Jenderal Depdikbod

. Kepala Balitbong Depdikbud ;

Koordinator Kopertis III di Jakarta

. Pimpinon Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

O en e L) N

=-~.'+ Disalin sesuni dengan eslinya

o Ditpktur Perpuruon Tinggi Swasta
orRiychtorat Jenderal Pendidiken Tinggli
¢ hpftenen Perdidikan dan Kebudayoon

NIP 130154833




KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAM DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK THDOHESIA
Ho. 41/0/0/1993
tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MAMAJEMEN

PADA PROGRAM PASCA SARJANA UNIYERSITAS PERSADA INDONESIA "YAI"

Henimbang

Mengingat

Memperhatikan :

DI JAKARTA
HENTERT PERDIDIKAX DAN KEBUGAYAAN,

. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenagz lulusan Program

Hagister Hanajemen perlu diselenggarakan Program Studi
Magister Hanajemen;

. bahwa dari has{l evalvasi diri yang telah dilakukan

Unfversitas Persada Indonesia "YAI" telah mementh §
persyaratan untuk wmenyelenggarakan program Magister
Hana jemen;

. bahwa seﬁubungan dengan  butfr b di atas, perlu penetapan

pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca
Sarjana  Unlversitas Persada Indonesia °*YAI® yang
diselenggarakan oleh Yayasan Administras! Indonesia di
Jakarta;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Homor 30 Tahun 1950;

. Reputusan Presiden Republik Indonesia :
2.

Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/d{tambah
terakhir dergan Keputusan Presiden Nomar 67 Tahun 1992;

c. Nomor 66/M Tahun 1984;

d. Homor 96/H Tahun 1993;

- Keputusan Menter{ Pendidikan dan Xebudayaanm :
2

. Nomar 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980,
dengan perubahan dan tambahan; -

Nomor  0212/U/1982 tanggal 26 Jun i  1982;

. Nomor  0686/U/199]1 tanggal 3Q Desember 1991;

Nomor  0300/0/1992 tanggal 7°Ju 11 19982;

. Nemor  0349/U/1992 tanggal 24 Agustus  1992;

Nomar 036/U/1393 tanggal 9 Februari 1993.

--am o o
. . .

. Rekomendasi Kopertis Wilayah II! d§ Jakarta

Komor 025/Kop.I11/N1.1.01/11/1893, tanggal 27 Februari 1993;

. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada

bulan Maret dan April 1993.

a3



HEHUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Program Stud{ Magister Manajemen pada Program Pasca
Sarjanma Universitas Persada Indonesia “YAI" di Jakarta;

Kedua : Program Studi Hagister pada diktum “Pertama* adalah Program
Pasca Sarjanz (SZ);

tetiga t 2. Untuk mendapatkan {jazah, para mahasiswa jJurusan/program

studi datam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara.
Panitia UJian Kegara program tersebut, ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas wusul Kopertis
Wilayah III &1 Jakarta;

b. Lulusan jurusan/program stud{ sebagatmana tersebut dalam
diktum Pertama berhak memakai gelar  akademik Magister
sesuaf dengan ketentuan yang berlaku;

¢. PJazah Vulusan Jurusan/program studi sebagaimana tersebut
dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandasahkan
kepada Koordinator Kopertis Wilayah FI1 di Jakarta.

Keempatl : Kinerja perwujudan program  Pasca Sarjana tersebut akan
ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang
diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;

Kelima : Jika, ternyata terdapat Xekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keenam : Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan df Jakarta
pada tanggal 20 April 1993
A.n.b.HEIﬂEﬁl PENOIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK IMDONESIA
DIREKTUR JENGERAL PERDIDIKAN TINGGI
t.t.d
SUKADJT RANUMIHARDIO
HIP. 130120324
SALINAN Keputusan inl disampalkan kepada .......... vrrassnans
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SALINAN Keputuson ini disompaiken kepoda Yth

. Henteri Pendidikan dan Kebudoyaoon ;

. Sekretoris Jenderal Depdikbud

. Inspeitur Jenderal Depdikbod

. Fepala Balitbang Depdikbud ;

. Koordinator Kopertis 11l di Jakartis

. Pimpinen Perguruan Tinggi Swosta yang bersangknben.

MR LI R

/{J'TBTI; ‘lj‘\\
Q I

Disalin secuni dengen aslinya
irektur Pergurusn Tinggi Swasta
jrektorat Jenderal Pendidikan Tinggi
tomen Pendidikan don Kebudayeon

HIP 130154833



KEPUTUSAN
HENTERT PENDIDIKAN DAM KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDCHESIA
Ro. 42/D/0/1893
tentang

PEMBENTUKAN PROGRAH MAGISTER HANAJEHEM

PADA PROGRAM PASCA SARJAMA SEKOLAH TINGGI MARAJEMEN LABORA

Menimbang

Mengingat

HMemperhatikan :

DI JAKARTA

HENTERI PEMDIDIKAM DAM XEBUDAYAAN,

. bahwa untuk memenuhi kebutvhan akan tepaga Tulusan Program

Magister Manajemen periu diselenggarzkan Program Studi
Hagister Manajemen;

bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah
Tinggl Manajemen Labera telah  memenuhi persyaratan uatuk
menyelenggarakan program Magister Manajemen;

. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan

pepbentukan Program Hagister Manajemen pada Program Pasca
Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Labng di Jakarta.

. Undang-Undang Nomor 2 Tahua 1989;

. Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 199G;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

Homoyr 44 Tahun 1974;

b. Homor 15 TYahun 1984, sebagalmana telah diubah/ditambah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;

¢. Nomor 66/M Tahun 1984;

d, Nomor 9§/M Tahun 1993;

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

. Nomor 0222¢/0/1980 tanggal 11 September 1980,
dengan perubahan dan tambahan;
b. Homor  0212/U/1982 tanggal 26 Jun i 1982
c, Homor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
d. Homor 0300/0/1992 tanggal 7 Ju 11 1992;
e. Nomor  0349/U/1992 tanggal 24 Agustus  1992;
f. Homor 036/U/1993 tanggal 9 Februar{ 1993.

. Rekomendasi Xopertis Wilayah II] di Jakarta

Nomor 041/%op.III/R1.1.01/111/1983, tanggal 27 Maret 1993;

. Hasi] penilaian OBirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi padz

bulan Maret dan April 1993.
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. Menetapkan

Pertama
Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenanm

SALINAN Xeputusan ini disampaikan kepada

HEMUTUSKAN

: Membentuk Program Studi Magister Manajemen pada Program Pasca

Sarjana Sekolah Tinggi Manzjemen Labaora di Jakarta;

: Program Studi Magister pada diktum "Pertama” adalah Program

Pasca Sarjana (52);

¢ &, Untuk mendapatkan {jazah, para mahasiswa Jurusan/program

stedf dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara.
Panitia Ujfan Negara program tersebut, ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggf atas  wusul Kopertis
Wilayah 11T di Jakarta;

b. Lulusan jurusan/program stud{i sebagaimana tersebut dalam
diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister
sesual dengan ketentuan yang berlaku;

(2]

Ijazah lulusan Jurusan/program studi sebagaimana tersebut
dalam diktum Pertama harus didaftarkan -dan ditandasahkan
kepada Koordinator Xopertis Wilayah 1I[ d§ Jakarta,

: Kinerja perwujudan  program  Pasca Sarjana tersebut akan

ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang
diangkat oleh Kopertis Wi{layah yang bersangkutan;

: Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam kepulusan int, akan

diadakan perbafkan sebagaimsna mestinya;

: Keputusan fn§ mulaf berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1992

A.n.b MENTERD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAM
REPUBLIK INDOMESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
t.t.d

SUKADJT RANUNIHARDJO
RIP. 130120324

87




SALTHAN Keputuson ini disompnikan kepada Yth

Men s W N e

. Henteri Pendidikan don Kebudoyoon ;

, Sekretaris Jenderal Depdikbud ;

. Inspektur Jenderal Depdilbud

. Kepale Bolitbang Depdikbud ;

. Koordinator Kopertis III di Jakarte

. Pimpinan Perguruan Tingdl Swasia yang bersangkutan,

88



SALIHAY =

KEPUTUSAN
MONTERT PEFDIDIXKAN DAN K[BUDAYAAN
REPUBLIK IHDONESIA
Na. 78/0/0/1993
tenlang

PEMBEATUKAN PROGRAM MAGISTLR [IUXUM

PADA PROGIAM PASCA SARJANA SEKOLAI TINGGI TLMU JIUKUM "LPIIM-10LM"
YARG DISELEHGGARAKAN OLEN YAYASAM PENGEMBANGAM 1LMU NHUKUM DAN MARAJEMEN

Menimbang

Hengingat

Hemperhatikan :

DI JAXARTA

HENTEKI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN,

: 2. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Tulusan Program

Magister liukum perly diselenggarakan Program Magister Hukum;

. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sckolah

Tinggi Ilmu Hukum “LPTHM-1BLM* telah  memenuhi persyaratan
uniuk menyelenggarakan Program Magister Hukum:

bahwa sehubungan dengan  butir b di atas, perlu penetapan
pembentukan Program Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana
Sckolah Tinggi 1imu Hukum "LPINM-1DLM™ yang disclenggarzkan
oleh Yayasan Pengembangan 1lmu Hekum dnn Manajemen di
Jakarta;

. Undang-Undang Homor 2 Tahun 1909

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Homor 30 Tahun 1950;

. Kepulusan Presiden Republik Indonesia :

a, Nemor 44 Tahun 1974

b. Nemor IS5 Tahun 1984, scbagaimana Lelah diubah/ditambah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor &7 Tahun 1992;

¢. Nomor 96/M Tahun 1993;

d. Nomor 165/M Tahun 1993;

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1.

. Homor 0222¢/0/1980 tanggad 11 September 1900,

dengan perubakan dan tambahan;
b. Nomor  097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Jun §  1902;
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Jun § 1982;
e. Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 984
f. Nomor  020/U/1986 tanggal 15 Janvari  1986;
g. Nemor 0Q135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Descmber 1991;
i. Nomor 03007071992 tanggal 7 Ju 14 1992;
J. Nomor 0345/0/1992 tanggal 24 Agustus  1992;
k. Nomor  036/U/1993 tinggal 9 Februari 1993.

Rekomendasi Kopertis Wilayah §1I 1 Jakarta
Nomar 041.1/Kop.TH/M1.1.01/111/1993, Langgal 27 Marck 1993;

lasil penilatan Dircktorat Jenderat  Pendidikan Tinggl pad:
bulan Hef £993.
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Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

HEHUTUSKAR

¢ Hembenluk Program Magisiter lukum pada Program Pasca Sarjana
Sckolal Tinggd Pimu llukum “LPIIM-TDLM" yang dliselenggarakan olch
Yayasan Pengembangan {Imu llukem dan Manajemen di  Jakarta;

: Program Magister pada diklum “Pertama” adalah Program Pasca
Sarjana {§2); .

t 2. Untuk mendapatkan §jazah, para mahasiswa Jurusan/program
studi dalam dikbum Pertama diwajibkan mencmpuh ujian negara.
Panftia Ujian Ncgara program terscbut, ditetapkan oleh
Direkiur Jenderal Pendidikan Tinggl atas usul Kopertis
Wilayah 11l di Jakarta;

b. Lulusan Jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam
diktum Pertama berhak memakail  gelar  akademik Magister
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

[al

IJazah lulusan Jurusan/program studi sebagaimana tersebut
datam diktum Pertama harus didallarkan dan ditandasahkan
kepada Koordinator Kopertis Wilayah [1] di Jakarta;

Kinerja perwujudan program  Pasca Sarjana terscbul akan
ditinjau secara berkala olch  para pakar diblidangnya yang
diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkulan;

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam kepulusan ini, akan
dladakan perbaikan scbagaimana mestinya;

¢+ Keputusan fni mulai berlaku pada tanggal ditelapkan.

Diletapkan d! Jakarta
pada tanggal @ 12 Juli 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN QAN KEBUDAYAAH
REPUBLIX INDOKESIA

DIRCKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.A

BAMDANG SUIICHORO
RIP. 130344444

SALINAN Keputusan ini dicampaikan kepada .....vecvcraaravavanes ..
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SALINAH Koputuson inl disampoikon kepada Yth

1.
2.
J.
4.
5.
6.

Montorl Pondidikon dan Kcbudaynan:

Sekrotarle Jonderal Depdikbud;

Inspoktuxr Jendaral Depdikbud;

Kepala Dalitbang Depdikbud;

Koordinator Koportis Wilayah III'di Jakarta;
Pimplnon Perguruan Tinggl Swasta yang Dorsangkutan:

‘galin sesual dongan aslinya
iktur Perguruan Tinggl Swasta

5 Wirakusumah
. 1230145717

oktorat Jonderal Pendidikan Tinggi
emen Pendidikan dan Kebudayann
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KEPUTUSAN
HINTERL PEHDIDIKAN DAN XEGUDAYAAN
REPUBLIK IKDONLSIA
Ro. 79/D/0/1993
tentapg
PEMBLRTUKAN PROGRAM HAGISTER MANAJTMEH
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAN TINGGI ILMU EKOROMI “IPWI®
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEKGEMBANGAH WIRASWASTA INDCHESIA
DI JAKARTA
HEMTERL PENDIDIKAN DAX KEBUDAYAAN,

Menimbang + a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Wlusan Program

Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Magister
Mana jemen;

b. bahwa dari hasil evaluvast diri yang telah dilakukan Sekolah
Tinggi [lmv Ekonomi “IPWI* telah memenul} persyaratan untuk
menyelenggarakan Program Magistar Manajemen;

¢. bahwa schubungan dengun butir b di atas, periu penetapan
pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca
Sarjana Sckolah Tinggi {lme Ekonomi “IPWI®™ yang
diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Wiraswasta
Indonesia Jdi Jakarta;

Mengingal : 1. Undarg-Urdang Nomor 2 Tahun 1989;

~

Peraluran Pemerintah Répub]ik Indonesia Homor 30 Tahen 1990;

3. Keputusan Presiden Republik jndonesia :
a. Homor 44 Tahun 1974,
b, Homor 15 Tahun §984, scbagalmana lelah diubah/ditambah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomer 67 Tahun 1992;
¢. Nomor 16/H Tahun 1993;
d, Nomor }65/M Tahun 1993;

Keputusan Henteri Pendidikan dzn Kebudayaan :
&. Homor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980,
dengan perubahan dan tambahan;

b. Nemor  097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/71982 tanggal 26 Jun 1 1982;
d. Nomer 0212/U/1982 tanggal 26 Ju n i 1982;
¢, Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Aqustus 1904;
f. Nomor  020/U/1986 tanggal 15 Januari  1906;
g. Nomor 01357071990 tanggal 15 Maret 1990;
h
i
h]

o

. Nomor 0686/U/1991 tanjgal 30 Desember 1991
. Nomor (:300/0/1992 tanggal 7 Ju 1} 992;
. Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
k. Nomor Q36/U/1992 tanggal 9 Februari 1993,

Memperhatikan : 1. fckomendasi Kopertis Wilayah 11 d! Jakarta
Nomor 041.1/Xop.I11/81.1.G1/111/1993, tanggal 27 Haret 1993;

ny

Has{l penilafan Direktorat Jenderal Pepdidikan Tinggl pada
bulan Mei 1993,
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Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ....

HEXRUTUSKAN

: Membenluk Pregram Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana
Sckolah Tinggi I'mu Ckonomi “IPW1* yang disclenggarakan oleh
Yayasan Pengombangan Wiraswasta Indonesia di Jakarta;

i Program Magister pada diktum “Perlamz” adatah Program Pasca
Sarjana (52)-

: a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa Jurusan/program
studi 4alam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara.
Panitia Yjian Negara program tersebut, ditetapkan ateh
Dircktur Jenderal Pendidikan Tinggl atas uwsul Kopertis
Wilayah 111 di Jakarta;

=

Lulusan Jurusan/program studi sebagaimanz tersebut dalam
diktum Pertama berhak memakai  gelar  akademik Hagister
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. 1jazah lulusan Jurusan/program siludi scbagaimana tersebut
dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan dltandasahkan
kepada Koordinator Kopertis Wiltayah [11 di Jakarta;

: Kinerja perwujudan  program  Pasca Sarjana  lersebut akan
ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang
dlangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;

: Jika ternyala terdapal kekelirwan dalam keputusan ini, akan
dtadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

1 Keputusan ini mulaf berlaku pada tanggad ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 Juli 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

BAMBANG SUCKDRO
NIP. 130344444

L I A
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SALINAN Xeputuson inl aisampaikan kopada Yth :

1.
2,
3.
4.
S
6.

Hentorl Pondidikan dan Kebudayaan;

Sekrotorles Jonderal Depdikbud: !
Inspoktur Jendoral Depdikbud;

Kapala Dalitbang Depdikbud;

Koordinator Koportls Wilaysh IXI'di Jakarta;
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang Dersangkutan:

__Disalin sosual dangan aslinya
A tur Porguruan Tinggl Swaata
ggﬁgrnt Jenderal Pondidlken Tinggi
artemen Pendidikan dan Kebudayaan
\!
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SALINAN :

: KEPUTUSAN
HENTERT PERDIDIKAN DAN KLBUDAYAAN
REPUDLIK INDONISIA
No. 87/D/0/1993
tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEKEN

PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEXOLAH TINGGY LMU CKOMOMI “1GI-
YANG OISELERGGARAKAM OLEH YAYASAN GOLDEN HUSANTARA

Menimbang

Mengingat

HMemperhat ikan :

a.

L
2.
3.

1.

D1 JAKARTA

HENTERT PENDIDIKAN DAN KLBUDAYAMM,

bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program
Magister HManajemen perlu diselenggarakan Program Magister
Mana jemen;

. bahwa dar{ hasil evalvasi diri yang telah dilakukan Sekolah

Tinggt Ilmu 1lu Ekonomi "IGT* telah  memenuht persyaratan
untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen:

. bahwa sehubungzn dengan butir b di atas, perlu penetapan

pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca
Sarjana  Sekolah Tinggt Time CEkonomi "IGI" yang
diselenggarakan oleh Yayasan Golden Husantara di Jakarta;
Undang-Undang Homer 2 Tahun 1989;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;

Keputusan P%eslden Repubitk Indonesia :
2. Nomor 44 Tahun 1974

. b, Romor 15 Tahun 1984, sebagaimana tlelah diubsh/ditambah

terakhir dengan Keputusan Preslden Nomor 67 Tahun 1992
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Homor 165/M Tahun §993;

. Keputusan Menter{ Pendidikan dan Kebudayaan ;

a, Nomor 0222¢/0/198¢ tanggal 11 September 1980,
dengan perubahan dan tambahan;
. Nomor  097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981;
. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26-J u n i  1982;
. Nomor - 0212/U/1982 tangyal 26 Ju n § 1982;
. Nomor (0336/0/1984 tanggal 9 Agustus  1984;
. Nomor  020/U/19B6 tanggal 15 Janvari  1986;
« Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
. Nomor 0686/U/1991 langgal 30 Desember 1951;
. Nomor 03007071992 tanggal 7 Ju 1§ 19%2;
. Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus 1992
. Nomor  036/U/1993 Langgat 9 Februar! 1993,

Ml = T =hD O O

Rekomendasi Xopertis Wilayah I11 di Jakarta
Nomor 093/Kop.111/N1,1.01/¥/1993, tanggal 31 Hei 1993;

. Hasil penflatan Direktorat Jenderal - Pendidikan Tinggl pade

bulan Juii 1953,

95



KREHUTUSKAH

Henetapkan :

Pertama : Membentuk Program Magister Hamajemen pada Program Pasca Sarjana
Sekolah Tingol Ilmu Ekonomi "IGI* yang disclenggarakan oleh
Yayasan Golden Husantara di Jakarta,

Kedua : Program Hagister pada diktum "Pertama® adalah Program Pasca
Sarjana (52);

Ketiga ;2. Untuk mendapatkan 1ijazah, para mahasiswa jurusan/pregram

studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara.
Papitia Ujian "Negara program tersebut, ditetapkan oleh
Direktur Jenderai Pendidikan Tirnggi atas usul Kopertis
Wilayah 111 di Jakarta;

&. Lulusan Jurusan/progran siudi sebagaimana tersebut dalam
diktum Pertama berhak memakai gelar  akademik Magister
sesual dengan ketentuan yang berlaku;

c. Tjazah Julusan Jurusan/program studi sebagaimana tersebut
dalam diktum Pertama harus didaflarkan dan ditandasahkan
kepada Koordinator Kopertis Wilayah [I1 di Jakarta;

Keempat : Kinerja perwuiudan rogram  Pasca  Sarjana tersebut akan
ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang
diangkat oteh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;

Kelima 1 Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan inf, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 23 Juli J993

A.n.b, MENTERI PEKDIDIKAN DAH KEBUDAVAAK
REPUBLIK INDOMESIA

DIREXTUR JENDERAL PERDIDIKAR TINGGI

t.t.d
BAMBANG SUHERORO
HIP. 130344444
SALINAN Keputusan inl disampaikan keﬁada ........................
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SALINAN Keputusan ini disawmpoikan kepada Yth :

1. Henteri Pendidikan dan Kebudayaaon;

< 2.,  Sekretaries Jenderal depdikbud;

3.  Inspektur Jenderal Depdikbud;

4.  Xepaln Balitbang Depdikbud; . L
5. Koordinator Kopertis Wilayah IIX-di JFakarta

6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasto yang Dersangkutan;

. Disalin sesual dengon aslinys
/%m,_;(bix\:gktur Porquruan Tinggl Swasta
¥ iréktorat Jenderal Pondidikan Tinggi
) hriemen Pendidikan dan Kebudayaan

IRELTORAT AbwihAy )
r‘“mnltkrl
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KEPUTUSAN
MENTERI PERDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN
REPUBLIK IHDOMESIA
No. 109/D/0/1993
tentang

PEHBENTUKAH PROGRAM MAGISTER HANAJEHEN

PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGG1 MANAJEMER "IHMI®

Menimbang HE®
b
C
Mengingat HE|
2
3
4

Memperhatikan : 1.

D1 JAXARTA

MENTERI PENDIDIKAM DAN KEBUDAYAAN,

bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga tulusan Progra
Magister Hamajemen perlu diselenggarakan Program Magiste
Manajemen;

. bzhwa dari hasil evaluasi diri yang telzh dilakukan Sekela

Tingg! Manajemen "IHMNI™ di "Jakarta telah  memenuh
persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magiste
Hana jemen; .

. bahwa sehubungan dengan butir b df atas, perlu penetaps

pembentukan Program Hagister Manajemen pada Program Pasc
Sarjana Sekelah Tinggi Manajemen "IMNI® yang diselenggarak:
oleh Yayasan Pendidikan Gapura Baru Sejahtera di Jakarta;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
. Peraturan Peperintah Republik Indonesia Komor 30 Tahun 1990;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

4. Nomor 44 Tahun 1974;

b, Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditamba
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;

¢. Nomor 96/H Tahun 1993;

d. Homor 165/ Tahun 1893;

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0222¢/0/1980 tanggal 11 September 1980,
dengan perubahan dan tambahan;

. Homor 097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981;
. Nomor 0211/1/1982 tanggal 26 Jun 1 1582;
Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Jun i 1982;
. Komor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari  1986;
. Nomor 0135/0/1930¢ tanggal 15 Maret 19903
. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
. Nomor Q300/0/1992 tanggal 7 Ju 1 i 1992;
. Nemor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus  1992;
. Nomor  038/U/1993 tanggal 9 Februari 1993,

P e = O M D LD O

Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta :
Komor 094/Xop.III/N1.1.01/Y¥/1993, tanggal 3] Mei 1993;

. Hastl penilatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pa

bulan Juld 1993,
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MEMUTUSXAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana
Sekolah Tingg! Manajemen "IMNI" yang diselenggarakan oleh
Yayasan Pendidikan Gapura Baru Sejahtera di Jakarta;

Xedua : Program Magister pada diktum "Pertama® adalah Program Pasca
Sarjana (S2):

¥etiga : a. Untuk mendapatkan 1jazah, para mahasiswa Jurusan/program
studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujfan negara.
Panitia Ujfan Hegara program tersebut, ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis
Wilayah 111 di Jakarta;

b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana terscbut dalam
diktum Pertama berhak memakai  gelar  akademik Magister
sesuat dengan ketentuan yang berlaku;

¢. 1jazah Tulusan Jjurusan/program studi scbagaimana tersebut
dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandasahkan
kepada Koordinater Kopertis Wilayah I11 di Jakarta;

Keempat : Xinerja perwujudan  program  Pasca  Sarjana tersebut akan
ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang
diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;

Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruas dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 16 Agustus 1993

A.n.b, HENfEﬁI PENDIDIKAN DAH KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
t.t.d
BAMBANG SUHENORO

NIP. 130344444
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .........
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SALINMN Keputusan ini disempaiken kepada Yth :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Henterl Pendidikan dan Kebudayaan;

Sekretarie Jenderal Dopdikbud;

Inspoktur Jenderal Depdikbud:

Kepala Balitbang Depdikbud; .

Xoordinator Kopertis Willaysh IIT ai Jakarts
Pilmpinan Perguruan Tinggi Swasta yang Barsangkutan;

I = '

"'5* J :':Balin sesuai dangan aslinya
1 ixpktur Perguruan Tinggl Swasta
= gy oktorat Jenderal Pendidikan Tinggl
!, - o

N "o }'Wen Pendidikan dan Kebudayaan
w' Th £,

[Tr— s oy

o N

L By .

‘\“-?M‘r_/

\-_i’_’;‘.gsambns Hirakusumah

HIP. 1301435717




SALINAR =

Henimbang

Hengingat

Hemperhat ikan :

1.

KEPUTUSAN
KENTERX PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
© REPUBLIK INDONESTIA

No. 110/0/0/1983
tentang
PEMBENTUKAN PROGRAM BAGISTER MARAJEMEN
PADA PROGRAM PASCA SARJANA

UNIYERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL
DI JAKARTA

KENTER] PENDIDIXAN DAN KEBUDAYAAN,

. bahwa untuk mémenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program

Hagister Manajemen perlu diselenggarakan Program Magister
Manajemen;

. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan

Universitas Indonusa E£sa Tunggal ¢i Jakarta telah memenuhi
persyaratan untuk menyelenggarakan Pregram HMagister
Hana jemen;

. babwa sehubungan demgan butir b di atas, perlu penetapan

pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca
Sarjana Universitas Indonusa £3a2 Unggel yang diselenggarakan
oleh Yayzsan Kemala di Jakarta;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990

. Keputusan Presiden Republik Indonesta :

a. Nomer 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah
tarakhir dengan Kepulusan Presiden Nomor 67 Tahum 1992;

¢. Nowor 96/M Tahun 1993:

d. Nonor 165/M Tahun 1993;

. ¥eputusan Meateri Pendidikan dan Kebudayaan :
. Nomor 0222¢/0/1980 tanggal 11 September 1980,

dergan perubahan dan tambahan; -
. Hemar  097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981
. Nomor 0Z11/U/1982 tanggal 26 Jun § 1982;
Homar 0?32/U/1982 tanggal 26 Ju n i 1982;
Nomor G336/0/1984 tanggal 9 Agustus  1984;
. Nomor  020/U/1986 tanggal 15 Januart  ]986;
. Nomor .0135/0/1590 tanggal 15 Maret 1990;
. Nomor 0686/U/1991 tangyal 30 Desember 1991;
. Homor 0300/0/19%2 tanggal / Ju 1 4 1992;
. Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus  1992:
. Nomor  036/U/1993 tanggal 9 Febrvari 1993,

Pl e T “M D N D

Rukomendas{i Kopertis Wilayah 111 di Jakarta
tiomor 094/Kop.ITI/H1.1,01/¥/1993, tanggal 31 Mei 1993;

. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pads

bulan Julf 1993,
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HEHUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Hembentuk Program Kagister Manajemen pada Pregram Pasca Sarjama
Universitas Indonusa Esa Unggul di Jakartz;

Kedua : Program Magister pada diktum “"Pertama* adalah Program Pasca
Sarjana (S2); .

Ketiga i 2. Untuk mendapatkan {jazah, para mahasiswa Jjurusan/program

studi dalam Giktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara.
Panitia Ujian Negara pregram tersebut, ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pendidfkan Tinggi atas usul Kopertis
Wilayah III di Jakarta;

b. Lulusan Jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam
¢ikbum Pertama berhak memakai  gelar  akademik Hagister
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; '

€. ljazah Tulusan Jurusan/program studi sebagaimana tersebut
dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandzsahkan
kepada Koordinator Kopertis Wilayah 111 di Jakarta;

Keempat : Kinerja perwejudan  program  Pasca Sarjana tersebut akan
ditinjau secara berkala ~ oleh para pakar dibidangnya yang
diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan:

Kelima ¢ Jika ternyata terdapat- kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keenam + Keputusan in¥ mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal - ; 16 Agustus 1993
A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN XEBUDAYAAN

REPUBLIK IHDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

T t.t.d
BAMBANG SUHENKDRO
RIP. 130344444

SALIBAN Keputusan ini disampaikan Kepada voivcvuvervrnnnrcnnsonnn
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SALINAN Keputuzan inl disampaikan kepada Yth :

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Menterl Pendidikan dan Kebudayaan;

Sekrataris Jenderal Depdikbud;

Inspektur Jenderal Depdikbud;

¥epala Balitbeng Depdikbud;

Koordinator Kopertis Wilayah IIT dj, Jakarta
Plmpinan Perguruan Tinggl Swaeta yang Barsangkutan;

o
‘D'K"n}‘sqlin sesual dengan aslinya

h‘itur Perguruan Tinggl Swastm
toxrat Jonderal Pendidikan Tinggi

ﬁ\men Pendidikan dan Xebudayaan

&g‘d‘ éumbas Wirakusumah
KRIP. 130145717




KEPUTUSAN
MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 131/D/O/ 1993
lenling

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONMOMI GANESHA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN GRAHA GANESHA
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang 2. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Ma-
gister Manajemen periu discienggarakan Propram Magisicr Manajc-
men;

b. bahwa dari hasil cvaluasi diri yang telah dilakukan Sckolah Tinggi lmu
Ekonomi Gunesha lelsh memenuhi persyaratan untuk menyclenpgara-
kan Program Magister Manajomen;

. bshwa schubungan dengan butir b di atas, perlu penclapan pemben-
tukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjang Scko-
lah Tingpi {lmu Ekonomi Gancsha yang disclenggarakan oleh Yayasan
Graha Ganesha di Jakarta;

Menpingat : 1. Undang-Undang Namor 2 Tahun 1989;
2. Peratoran Pemerintah Republik Indonesian Nomar 30 Tahuo 1990:

3. Kepwtusan Presiden Republik Indonesia ¢
2, Nomor 44 Tahun 1974;
b, Nomor 15 Tuhun 1984, schagaimana clah dishah/ditambah ter-
akhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;
¢, Nomor 96/M Tahunr 1993,
d.  Nomor §65/M Tahun 1993

4. Keputusan Menleri Pendidikan dan Kebudayaan ;

a.  Nomor 0222¢/0/1980 tanpgal 11 Scpfember 1980,
Uengan perubahan dan tambahan:
Nomor  097/071982 tanggal 24 Fcbruari 1981
Nomor 0211/U71982 tanggal 26 Jun i 1982,
Nomor 0212/U/1982 tangpal 26 Jun i 1982;
Nomor 0336/0/1984 wanggal 9 Apustus 1984;
Nomor  020/UF1986 tangpal 15 Jaonuari 1986;
Nomor  0135/0/1990 tangpal 15 Marct 1990;
Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 19913
Nomor 0300/0/1992 tangpal 7 Juli 1992;
Nomor  0349/0/1992 tanpgal 24 Apustus  1992:
Nomor  036/U/1993 wapggal 9 Februari 1993,

Eraa 2 c BT LB - ¥ o~

Memperhatikan @ . Rekomicndasi Kopertis Wilayah 161 di Jakarta ;
Nemor {38/Kop IYNE. 1.O1/111/1993 1anggal 16 Agustus 1993;

2, Hasil penilaian Dircktorat Jenderal  Pendidikan Tinpgi pada bulan
Scptember 1993,
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Menetapkan
DPertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

"MEMUTUSKAN

Membentuk Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjuna

Sckolah Tingpi lImu Ekonomi Ganesha yang disclenggarakan oleh Yayasan
Graha Ganesha di Jakarta;

1 Program Magister pada diktum *Pertama®™ adalah Program Pasca Sarfana

(52

LA

)

Untuk mendapatkan ijuzah, para mahasiswa jurusa/program studi
dalam diktom “Pertama® diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia
Ujian Negara program terschut, ditctapkan olch Dircktur Jendcral
Pendidikan Tinggi atas usui Kopertis Wilayah 111 di Jakarta;

Lulusan jurusan/program studi schapaimana terschut datam  diktum
"Pertama® berhak memakai pelar  akademik Magister sesual dengan
ketentuan yang berfakuy;

Jjazah lulusan jumsnnﬁ‘prngr:\m studi schagaimana lersehut dalam
diktum “Pertama” harus didaftarkan dan ditandasahkan kepada Keor-
dinator Koepertis Wilayuh [ di Jukara;

; Kinetja perwujudan program Pasca Sarjony tersebut akan ditinjay sccara

berkala oleh para pakar dibidangaya yuap dizngkat elch Kopentis Wilayah
yanp bersangkulan;

: Jika terayata lerdapat kekeliruan  dalam keputusan ini, akan diadakan pers
“baikan scbagaimana mestinya;

: Keputusan ini mulai beelaky pada tanggal diletapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tangpal : 11 Septcmber 1993

A.n.h, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Lud

BAMBANG SUHENDRO
NIP. 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ovevenneecennceennns
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SALINAN Xeputusan ini disampaikan kepada Yth

Henteri Pencdidlkan dan Kebudaynan;

Sekrotaris Jonderal Depdikbud;

Inspektur Jenderal Depdikbud;

Kepala Balitbang Depdikbud;

Koordinator Kopertis Wilayah IIT di Jakarta
Pinpinan Perguruan Tinggi Swasta yang Borsangkutan;

LRV B Wy S

Rl .
,_(q\/‘__:...,;oiaulin sesual dengan aslinya
N Direktur Perguruan Tinggl Swastsa
& f~——-—Dirextorat Jenderal Pandidikan Tinggi

flum:mi ' cmen Pendidikan dan Kebudayaan
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Menimbang

Mengingatl

Memperhatikan

KEPUTUSAN :
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA :

No. 132/DIO/199)

lentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN "IMMI®
YANG DISELENGGARAKAN QLEH YAYASAN MANAJEMEN MITRA INDONESiA

1.

DI JAKARTA

MENTER] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

bahwa untuk memenuhi kebutehan akan (enaga lulusan Program Ma-
gister Munujemen perle disclenggarakan Program Magister Munaje-
men;
bahwa dari hasil cvalvasi diri yang telah dilakukan Sckolsh Tinggi
Manajemen *IMMI” telah  memenuhi persyaratan untuk menycleng:
garakan Program Magister Manajemen; :
bahwa schubungan deagan butir b di atas, perfu penactapan pemben-
tukan Program Magisier Manajemen pada Program Pasca Sarjuna Seko-
fah Tingg Manajemen “IMMLU” yang disclengparakan olch Yayasan
Manajemen Mitra indonesia di Jakaria;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990,
Keputusan Presiden Repuhlik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. MNomor 15 Tahun 1984, schagaimana tchah divhab/ditambah ter-
akhir dengan Keputusan Presiden Numor 67 Tabun 1992,
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 165/M Tabun 1993,
Keputusan Mcnteri Pendidikan dan Xebudayaan :
a.  Noemor 0222¢/0/1980 tanggal 11 Seplember 1980,
denpan perubahan dan Gimbahan;
b, Nomor 097/0/1982 tanpgal 24 Februari 1981
¢. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982,
e. MNomor O0336/0/1984 tanppal 9 Agustus 1984,
f, Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
g. Nomor 0135/0/1990 tanppal 15 Marct 1990,
h. Nomar 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991
i. Nomor 0300071992 tanggal 7 Juli 1992,
j.  Nomor 0349/0/1992 tangpal 24 Agustus  1992;
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993,
Rekomendasi Kopertis Wilayah (11 di Jukara ©
Nomor 053/Kop 1N 1.O1/V1993 tanggal 31 Mci 1993,
Hasit penilaian Direkiorat Jenderal  Pendidikan Tinggi pada bulan

Scptember 1993,
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Menctapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Kecnam

MEMUTUSKAN

: Membentuk Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana

Sckolah Tinggi Mamajemen “IMMI® yanp disclengparakan olch Yayasan
Manajemen Mitra Indonesia di Jakarta;

: Program Magister pada diktum “Pertama® adalah Program Pasca Surjuna

(52);

ta. Untwk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi

dalam diktum "Pertamu® diwajibkan menempul ujian negars, Panilia
Ujian Negara propram tersehut, diletapkan ofch Dircktur Jenderal
Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah 111 di Jakarta:

b, Lulusan jurusanfprogram studi scbapaimana tersebul dalam diktum
“Pertama” berhak memakai  gelar akademik Magister sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; ‘

¢. [jazah lulusan jurusan/program studi scbagaimana lerschul dalam
diktum "Pertama® harus didaltarkan dan ditandusahkan  kepada Koor-
dinator Kopertis Wilayah I11 di Jakarta;

: Kincrja perwujudan program Pasca Sarjana terschut akan ditinjay sceara

berkala olch para pakar dibidangnya yang diangkat cleh Kopertis Wilayah
yang bersangkutan;

: Jika ternyala lerdapal kekeliruan  dalam keputusan ini, akan disdakan per-

baikan schagaimana mestinya;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan,

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal @ §1 September 1993

A.n.b, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

LLd

BAMBANG SUHENDRO
NIP. 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ....ovrenenniineann.
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SALINAN Xeputusan ini dissmpsikan kepada Yth :

1.
2.
J.
4.
5.
6.

Menterl Pendidikan dan Kebudayaan;

Sekratarls Jenderal bepdikbud;

Inspektur Jenderal Depdikbud:

Kepala Baliltbang Dopdikbud; .

Xoordinator Xopertis Wilaysh XII di Jakarta
Pimpinan Perguruan Tinggl Swasta ysng Bersangkutan;

'....Disalin mesual dengan asiinya
Dirextur Perguruan Tinggi Swasta

-—Direktorat Jonderal Pendidikan Tinggi
.Departemen Pendldikan dan Kebudayaan

ﬁﬂ;ﬁns Hirskusumah
=NiP. 130145717
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KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

-No; 160/D1011993
tentang

PEMBENTUKAN PROORAM MAQGISTER KOMPUTER,
PROGRAM STUDI TEKNIK, INFORMATIKA PADA PROGRAM PASCA SARIANA,
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI BENARIF INDONESLA
YANG DISELENGOARAKAN OLEH YAYASAN BENARIE INDONESIA DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R

Menimbang @ a. bahwa unmk mmemenuhi kebutuhan tkan tenaga lulusan PmF'u:n
Magister Kompuler Program Studi Teknik Informatika perly dise eng-
E‘arakan Program Magister Komputer Program Studi Teknik Informati-

b. bahwa dari hasil evaluast dic yang telah dilakukan Sekolah Tinpel
Teknologi Informasi Benarif Indonesia di Jakarta telah  memenuhi

aratan untuk menyelenggarakan Program Magister Komputer
E‘org'am Studi Teknik In}'mg&h;

¢. bahwa schubungan dengan butir b di atas, perlu j}cnctapan mben-
tukan Program Magister Komputer ggdl einik Informatika
pada Program Pesca Sarjanz  Sckola Tiqui Tekmologi Informasi
Dcnag;[;\doncsia yang diselenggarakan oleh Yayasan Benarif Indonesia
di Ja ;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor Z Tahun 1989;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1950;

Lo

Keputusan Presiden R;publik Indonesia :

Nomor 44 Tahun 1974:

b. MNomor 15 Tahun 1984, schagaimana telah diubah/ditambah ter-
akhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun [992;

¢. Nomor 96/M Tahun 1993;

d. Nomor 165/M Tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a.  Nomor 0222c/Qf1980 tanggal 11 Scpiember 1950,
dengan perubahan dan tambahan;
Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
Nomor (2127071982 tanggal 26 Juni 1982;
Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus  1984;
Nomor  020/U/1986 tanggel 15 Januari 1985;
Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
Nomor 0686/U71991] tanggal 30 Desember 1991:
i. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7Juli 1992,
Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Apustus  1992;
k. Nomor (36/U/1993 anggal 9 Februari 1993,

Memperhatikan : 1, Rckomendasi Kopertis Wila{ah 111 di Jakarta ;
Nomor 138/Kop.lI/N1.1.01/VII/1993 tanggal 16 Agustus 1993;

FRMmp o

LB

2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan
Desember 1993.



Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kclima

Keenam

MEMUTUSKAN

: Membentuk Program Magister Komputes Program Studi Teknik Informati-

Ia pada Propram Pasca Sarjana Sekolah Tingpi Teknologi Informasi Bena-
Af Indonesia yang disclenggarakan olch Yayasan Benarif Indonesia di Jakar-
ta;

: Program Magister pada diktum *Pertama” adalah Program Pasca Sarjana

{S2);

: a. Untk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi

dalam diktum "Pertama” diwajibkan menempub ujian negara. Panitia
Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah 1] di Jakarta;

b. Lulusan jurusanfprogram studi schagaimana lersebut dalam diktum
*Perizma” berhak memakai pelar akademik Magister sesvai dengan
ketentuan yang berlaku;

¢. ljazah lulusan jumsan!pm&:ram studi scbagaimana terscbut dalam
iktum "Pertama® harus didaflarkan dan ditandasabkan kepada Koor-
dinator Kopertis Wilayah IIT di Jakarta;

: Kinerja perwujudan propram Pasca Sarjana terscbut akan ditinjau secarz

berkala oleh para dibidangnya yang diangkat olch Kopertis Witayah
yang bersangiutan;

: Jika termyata terdapat kekelirvan dalam keputusan ini, akan diadakan per-

baikan schagaimana mestinya;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diletapkan di Jakarta
pada tanggal : B Desember 1993
A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

T,

BAMBANG SUHENDRO
NIP, 130344444

SALENAN Keputusan ini disampaikan kepada .ooovieenneiienn




SALINAN Keputusan inl disampaikan kepada

1.
2.
3.

4.
5.
[

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Sekretaris Jenderal Depdikbud;

Inspektur Jenderal Depdikbud;

Kepala Ballitbang Depdikbud;

Koordinator Kopertls Wilayah 11X ¢i Jokarta;
Pimpinan Pergurusn Tinggl Swasta yang bersangkutan:

Digelin ceaual dangan aslinya

b o

P. 130145717

Direktur Porguruan Tinggl Swagtn
roktorat Jondersl Pandldiken Tinggl
a:;sfen Pendldikan dan Kobudaysan
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B. SURAT EDARAN MENTERT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN






MENMTERNI
PLNOIDIKAN DANKEBUOAYAAH
REFUALIX IHDONESIA

o1)

02}

03

~

04)

SURAT EDARAN
NO 52/HPK/92

tentang

PEDOMAN PEMBERIAK GELAR DOCTOR HONORIS CAUSA

Uy No 2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan Hasiocnal
menyatakan, bahwa " Institut dan Universitas yang memenuhi
persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor Kkehormatan
{Doctor Honoris Causa} kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu
memperoleh penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa
yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
kemasyarakatan dan kebudayaan.™ [Pasal 18 ayat (5}].

Pelaksanaan pemberian gelar doktor kehormatan {Doktor Honoris
Causa, selanjutnya disingkat Dr.H.C )} suatu universitas/
institut sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (%) UU No 2 Th
1989 tersebut dan Pasal 25 ayat {1) eampai dengan ayat (4} PP
Ho 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi perlu
memperhatikan kelaziman dan tradisi akademik, karena gelar
DR.H.C, pada hakikatnya adalah gelar akademik.

Gelar DR.H.C. dapat diberikan oleh univergitas/institut yang
memenuhi persyaratan kepada tokoh kesarjanaan/akademisi:

a) yang berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin
ilmu tetapi tidak/belum memiliki gelar Doktor dalam
disiplin ybs;

b} vang telah memiliki gelar Doktor dalam suatu digiplin ilmu
‘vang diperoleh dari suatu universitas/institut, dan bukan
dari universitas/institut vyang akan memberikan gelar
DR.H.C.;

c} yang telah memiliki gelar Dr.H.C. dalam suatu disiplin
ilmu, kemudian mendapat gelar Dr.H.C dalam suatu disiplin
ilmu lain dari universitae/institut yang sama atau yang
lain;

Universitas/Institut dapat memberikan penghargaan dengan cara
lain --seperti misalnya pemberian medali, piagam, penyebutan
nama gedung dalam lingkungan Almamater,. dsh—— kepada tokoh
dari luar lingkungan kesarjanaan/akademik atas jasanya pada
universitas/institut ybs atau pengabdiannya untuk kepentingan
umim, tapi tidak dengan pemberien gelar Dr.H.C. yang
merupakan gelar akademik.



05) Sekalipun di negara-negara tertentu dilakukan juga penmberi
gelar Dr.H.C. kapada tokoh dari lingkungan 1lu
kesarjanaan/akademik, namun bhal itu tidak mendapat apresia
positif dari kalangan akademik vyang ingin mempertahank
bobot gelar Dr.H.C. sesuai dengan harkatnya sebagai geli
akademik. Oleh sebab itu maka sebaiknya di Indonesia deng
tradisi akademik yang relatif masih muda dan memilil
universitas/institut yang belum semuanya mantap dan map:
sebagai pusat ilmiah, sebaiknya ditetapkan ketentuan yar
ketat sebagaimana tersebut di atas.

Jakarta, 03 Maret 1992
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd

FUAD HASSAN



C. KEPUTUSAN DIREXTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI






EEPUTUSAN

DIREXTUR JENDERAL PENDIDIRAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA
KO, 72/DIKTI/Kep/1952

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR PRRGURUAN TINGGI DEHGAN
PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU LEHMBAGA LAIN DI LUAR NEGHRI

Henimbang

Hangingat

Memperhatikan -

Menetapkan

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGT

Bahwa dengan Keputusan Henterj Pendidikan dan
Kebudayaan XNomor ¢ Diossu/1992 tanggal 25
Februari 1992 telah ditetapkan Kerjagama Antar
Perguruan Tinggi;

. Bahwa berhubungan dengan butir a di atas perilu

ditetapkan Petunjuk Polaksanaan Xerjasama
Antar Perguruan Tinggi dan/ateau lembaga lain
di luar negerij.

Undang—undang Homor 2 Tahun 1989;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 19%0;

Keputusan Prosiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 Tahup 1974,

b. Nomor 15 Tahun 1994, febagaimana telah
diubah ditambah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 42 Tahun 1991;

C. Nomor 66/H tahun 1984;

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kaebudayvaan

a. Nomog 0222c/0/1980, dengan perubahan dan
tambahannya;

b. Nemor 0586/U/1991;

€. Nomor 0109/uU/1992.

- Easil Rapat RKerja Pimpinan Perguruan Tinggi

Negeri dan Kopertis seluruh Indonesia tanggal
24 5.d 26 Junjy 1991 di Jakarta.

HEHUTUS K & R

.

: KEPUTUSAN DIRERTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG PETUNJUK PRLAKSANAAN KERJASAMA  ANTAR
PERGURUAN TINGGI DENGAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU
LEHBAGA LAIN DI LUAR NEGERTI, : )
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Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Janderal Pendidikan Tinggi ini vyang
dimaksud dengan

a. Kerjasama adalah kerjasama antar perguruan tinggi dengan
perguruan tinggl luar negeri dan/atau lembaga lain di 1luar

negeri yang diikat dalam surat perjanjian.

b. Perguruan Tinggl adalah Akademi, Politeknik, Sekelah Tinggi,
Institut dan Universitas.

c. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

d. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
Pasal 2

Perguruan Tinggi dapat melakukan Xerjasama dengan Perguruan

Tinggi luar negerl dan/atau lembaga lain di luar negeri, scbagal

upaya untuk

a. Hengusahakan sumbar daya bermutu dalam rangka peningkatan mutu
dan wawasan akademik.

b. Heningkatkan pemanfaatan gumber daya secara lebih efektif dan
efisien, termasuk pemanfaatan penelitian.

c. Heningkatkan kelancaran a1lih teknologi dan informasi.

rPasal 3
Kerjasama  dapat dilaxukan melalui kxegiatan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup satu
atau beberapa bidang ilmu tertentu.

Pasal 4
pemblaysan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat
berupa hibah atau pinjaman yang berasal dari perguruan tinggi,
lembaga lain dan/atau pemarintah.

Pasal 5

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa bantuan
program, bantuan teknis dan bantuan proyek. ’

rasal 6
Bantuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasdal 5 dapat berupa

barang dan xonstrukei, jasa dan devisa sarta penelitian yang
dapat dirinci sebagal berikut: -
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&. Barang berupa peralatan pendidikan, peralatan laboratorium,
buku, zajalah ilmiah dan alat bantu pPendidikan lainnva.

b, Kenstruksi berupa pembangunan gedung pendidikan, gedung
labora:orium, dan pembangunan Prasarana lainnya.

C. Jasa becupa tenaga dan beasiswa.

d. Devisa serupa biaya untuk penyelenggaraan suatu  kegiatan
pendidixan baik dj dalam negeri mavpun di luar negeri,

8. Penelitian berupa kegiatan penelitian, Pengembangan dan
Penerapgan hasil penelitiagp,

Pasal 7
Porsyaratar kerjasama meliputi persyaratan akademik dan
administras:s,
Pasal 8

Prosedur xerjasama mulai dari tahap penjajagan, pengesahan,
pelaksanaar dan pelaporan dibedakan untuk ;

2. Kerjaseza antara berguruan tinggi di Indonesia dengan
perguruan tinggi di luar negeri.

b, Kerjaseza antara Perguruan tinggi di Indonesia dengan
negara elay 1embaga/organisasi di luar negeri.

Pasal g
Penanggung jawab pelaksanaan kagiatan berkala dan / atau laporan
akhir kerjasama di perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan
kepada Direktur Jdenderal.

Pasal 10
Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 : dapat menjadi
pertimbangan Direktur Janderal dalam memberikan rekomendasi, pada
usul persetujuan/perpanjangan kerjasama,

Pasal 11
Rincian Persyaratan, Prosedur danp sistem pelaporan pelaksanaan
kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 7, 8, 9 dan 10 diatur
dalam pedoman pelaksanaan Pada lampiran Keputusan injg.

Pagal 12
Dengan berlakunya Feputusan ini semua Peraturan yang bertentangan

dengan Keputusan ini dinyatakan tidak beriaku lagi.
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Pasal 13

Hal-hal yang belium diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam
ketentuan tersendiri.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 21 Maret 1992

DIREKTUR JEHDERAL PEHDIDIKAN TIHGGI
TTD

SUKADJI RARUWIHARDJO
RIP 130 120 324

Salinan Xeputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretariat Megara;
2. Sekretarjiat KXabinet;
3. Menterl Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Jenderal Departeman Pendidixan dan Rebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Departeman Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
Rebudayaan;
10. Semua Direktorat, Bire, Pusat, Inspektur dan PKR dalam
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudavaan;
11, Semua Xoordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Akademi dalam
‘ lingkungan Departemen Pendidikan dan Rebudayvaan;

Disalin sesuai dengan aslinya
Repala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
pepartemen Pendidikan dan Kebudayaan

TTD

DRS. SJAMSU ALAH HAKEKA
RIP 130 537 920



LAHPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAK TINGGI
DEPARTEMEN PERDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

HOHOR : 72/DIKTI/Kep/1992 TANGGAL 21 MARET 1992.

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAX TINGGI
DENGAN PERGURUAN TINGGY DAN/ATAU LEMBAGA LAIN DT LUAR
HEGERI.

I. PEHDAHULUAN.

LATAR BELAFANG

Dalan rangka pelaksanaan Undang-undang No 2 Tahun 1989,
ternlang Sistem Pendidikan Hasienal, Peraturan Pemerintah
Horzr 30 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi, khusus
pasel 122 avat (4) dan Reputusan Menteri Pendidikan dan
Febudayvaan Homor 0109/U/19%2 tanggal 25 Februari 1992
tentang Kerjasama antar perguruan tinggi, dipandang perlu
untuk mengeluarkan suatu pedoman kerjasama luar negeri di
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan fTinggl dalanm
bentuk keputusan, khususnya mengenai keriasama antara
percuruan tinggi di Indonesia dangan Perguruan Tinggi
dar/atau lembaga lain di luar negeri,

Dengan mengacu pada otonomi pengelolaan perguruan tinggi
yang intinya bahwa setiap perguruan tinggi berhak untuk
meningkatkan keleluasaan dan kewenangan perguruan tinggi
dalam menetapkan tujuan sorta mengembangkan dan
menyelenggarakan program untuk mencapai tujuan tertentu,
maka keleluasaan tersebut mendoronyg perguruan tinggi
untuk mengembangkan kerjasama dengan fihak lain. '

Hal tersebut hendaknya dilakukan sepanjang masih adanya
keterkaitan kegunaan, efisiensi dan peningkatan kualitas
akademik.,

Henyelenggarakan Program kerjasama harus diawali dengan
perencanaan yang seksama, penelaahan terhadap tujuan dan
Basaran, pola pelaksanaan serta aliran "manusia, dana dan
material™, karena menyangkut "reputasi" perguruan tinggi
itu sendiri.-

Dalam pelaksanaan kerjasama antara perguruan tinggi
dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar
negeri ini, sering timbul berbagai masalah dan hambatan
Yang dapat menyababkap kegagalan dari kerjasama, Hal ini
sering disebabkan karena tidalk dikxetahuinya secara pasti
prosedur yang harus ditempuh, baik secara administratif
maupun teknis.
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Bardasarkan pemikiran tarsebut dai atags, serta
memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang kerjasama 4di luar negeri, Ditjen Dikti
menetapkan Pedoman Pelakganaan Kerjasama Luar Hegerl agar
proses kerjasama luar negeri di lingkungan Ditjen Dikti
dapat berjalan lancar saexrta mempercleh hasil yang
maksimal.

TUJUAR
Tujuan Pedoman Felaksanaan Kerjasama adalzah

2. Hempercepat proses pelaksana kerjasama luar negeri
xhususnya kerjasama antara perguruan tirnggi di
Indonegia dengan perguruan tinggi &i luar negeri
danfatau lembaga lain di luar negeri.

b. Henghindarkan kesalahan prosedur penanganan  kerjacama
luar negeri.

c. Heningkatkan serta menambah keterampilan dan
pangetahuan bagi pengeleola/pelaksana xerjasama luar
negeri.

d. Memperoleh masukan dari lapangan mengenal Xkemajuan
pelaksanaan kerjasama luar negari,

RUAKG LINGEUP

a. Ditinjau dari kelembagaan €an sumber daya/dana, maka
kerjasama dapat dikelompokkan sebagal berikut :

1} Xerjasama antara Perguruan Tinggi di Indonesia
dengan perguruan tinggi di luar negeri dalam satu
atay beherapa bidang ilmu tertentu dengan sumber
daya/dana dari masing-masing perguruan tinggi
tersebut.

2) Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia
dengan Perguruan Tinggil 4i luar negeri dalam satu
atay beberapa bidang ilmu tertentu dengan sumber
daya/dana ditanggung oleh negara/pemerintah, dalam
rangka kerjasama bilateral.

3) Kerjasama antara Perguruan Tinggi di Indonesia
dengan lembaga lain 4i Luar Kegeri dalam satu atau
beberapa bidang ilmu tertentu, dengan sumber davya/
dana ditanggung oleh negara/pemerintah dalam rangka
kerjasama bilateral.
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4

Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia
dangan Badan/Organigasi di lingkungan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, dalam satu atau beberapa bidang ilmu
tertentu, dengan sumber daya/dana dari Badan/
Organigrasi tersebut dalam rangka kerjasama
multilateral.

5} Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia
dengan Lembaga/Badan Keuangan Internasional/
Regional, dalam satu atau beberapa bidang ilmu
tertentu, dengan sumber dava/dana dari lembaga/
Badan tersebut,dalzm rangka kerjasama multilateral.

£} Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia
dengan Badan/Organisasi Swasta di Luar Negeri dalam
satu atau beberapa bidang ilmu tertentu dsngan
sumber dayafdana dari badanforganisasi swasta di
luar negeri.

7} Kerjasama antara bperguruan tinggi di Indonesia
dengan lembaga lain di luar ngeri dalam satu atau
beberapa bidang jlmu tertentu dangan sumber
daya/dana dari beberapa sumber di Juar negeri.

b. Ditinjau dari Sumber bantuan luar negeri, dana dapat
diperaleh dari :

1) Perguruan tinggi di luar negeri.

Z) Negara-pegara donor Yang langsung memberi bantuan
(bilateral), misalnya kalompok negara anggota I1GGI
yaitu Amerika Serikat, Australia, Inggris,
Perancie, Belgia, Belanda, Jerman, Jepang, Swiss,
Italia dan sebagainya,

3

Badan~badan internasional vaitu badan-badan yang
beranggctakan negera-negara atau organisasi profesi
(multilateral) misalnya : Bapk Dunia (WB), Bank
Pembangunan Asia {ADB}, uUNDP, Hasyarakat Ekonomi
Eropa (HBE), WHO, INF, UNESCO, dan sebagainya, dan
organisasi/badan asing termasuk Perorangan/swasta
asing yang memberi bantuan misalnya : Yord
Foundation, Reckefeller Foundation, Asis Poundation
dan sebagainya.

¢. Ditinjau dari sifat bantuannya pembiayaan Xerjasama
dapat dibedakan berupa hibah atau loan.

1) Hibah {grant) adalah setiap penerimaan negara, baik
dalam bentuk devisa maupun dalam bantuk
barang/peralatan ataupun dalam bentuk jasa Yang
diperoleh dari negara asing, lembaga keuangan
internasional[asinq dan badan-badan internasicnal
lainnya yang tidak perlu di bayar kembali.



2} Pinjaman {locan) adalah setiap penerimaan negara
batk dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk
barang/peralatan atau dalam bentuk jasa Yang
diperoleh dari lembaga di luar negeri negara
asing/lembaga internasional asing/dan dari
bhadan-badan internasional lainnya yYang harus
dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

d. Ditinjau dari jenis bantuannya dapat berupa :

1) Bantuan Program (Program Aid).

Bantuan Program berbentuk davisa untuk mengimpor
barang/peralatan dari nagara pemberi bantuan.

2) Bantuan Teknis (Technical Assistance)

Bantuan teknis adalah bantuan yang berupa jasa-jasa
dari luar negeri dalam rangka kerjasama di bidang
teknis, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan ekonomi.
Bisa diberikan oleh pihak luar negeri sebagai hibah
{grant). EKerjasama teknis, atau bantuan teknis
dalam rangka bantuan preyek.

Bantuan teknis dalam rangka bantuan proyek biasanva
dalam bentux penugasan tenaga ahli, pambarian
fagilitas pendidikan dan penberian peralatan atau
kxomaditi lainnya dalam jumlah terbatas.

3) Bantuan Proyek (Project Aiad)

Bantuan proyvek adalah bantuan berupa proyek
pembangunan baik berupa rehabilitasi, pengadaan
peralatan, perluasan ataupun pembangunan proyek
baru, termasuk pengadaan jasa untuk mempsrsiapkan
pelaksanaan suatu proyek. Biasanya bantuan proyek
dibiayai dari dana pinjaman.

e. Ditinjau dari bentuk bantuannya dapat barupa barang,
jagpa dan devisa yang dapat di rinci sebagal berikut :

1) Bantuan barang dapat barupa paralatan dan
konstruksi.

2) Bantuan jasa dapat berupa tenaga ahli, bea siswa
dan penelitian.

3) Bantuan devisa dapat berupa biaya satuan kegiatan.
f£. Pada umumnya Xomponen bantuan luar negeri yang
diberikan oleh lembaga di luar negeri  maupun

badan-badan internasional atau arganisasi
gwasta/perorangan asing berupa :
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1)

()

()

.

3)

)

Peralatan

Bantuan luar negeri berupa peralatan Proses
pangadaannya bisa dilakukan di luar negeri, dimana
Pemerintah Indonesia menerima secara langsung dari
luar negari, atau peralatan tersebut preses
pengadaannya dilakukan d&i  dalam negeri (melalui
tender, dan sebagainya), Bantuan peralatan tersebut
dapat berupa peralatan pendidikan, peralatan
laboratorium, buku, majalah ilmiah dan alat bantu
pendidikan lainnya,

Konstruksi (Civil werk)

Bantuan ini merupakan bantuan untuk pembangunan
gedung pendidikan, vrembangunan laboratorium,
bengkel pendidikan {workshop) dan pembangunan
prasarana lainnya,

Tenaga Ahli {Expert, Censultant)

Bantuan tenaga ahli asing biasanya untuk mambantuy
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga
Indonesia, disamping membantu kalancaran
pelaksanaan proyek-provek pembangunan yang
memarlukan keahlian khusus. Pada prinsipnya tenaga
ahli tersebut dalam rangka alih teknologi (transfor
of technology, transfer of xnow-how}, Tenaga ahli
asing terdiri dari ltenaga ahli dan teonaga sukarela,

Deasiswa {fellowship ana scholarghip)

Program bantuan beasigwa dapat meliputi pemberian
biaya untuk progran pendidikan sarjana, pasca
sarjana, diploma dan spesialis serta pelatihan,
temu ilmiah, seminar dan konferensi baik di dalam
maupun di luar negeri,

Bantuan dana/uang

Bantuan dana luar negeri dapat berupa dana/uang
yang diberikan oleh lembaga/badan internasional
untuk menyelenggarakan suatu kegiatan, baik di
dalam negeri maupun di luar negari.

Penelitian

Bantuan penelitian meliputi kegiatan :

a. Pengelolaan penelitian;

b. Pelaksanaan penelitian;

c. Pengembangan penelitian;

d. Penerapan hasil penelitian.
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17. PERSYARATAN DAN PROSEDUR
i. Persyaratan

Kerjasama dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai
berikut

a. Tidakx ada ikatan politik;
b. Tidak mencari keuntungan;

. Tersedianya tenaga pendamping, tenaga pengelcla dan
sarana/ fasilitas pendukung di perguruan tinggi;

d. Telah mempunyal rencana induk pengembangan perguruan
tinggi;

e. Kejelasan program dan pembiayaan;

f. Dalam hal kerjasama penelitian yang diperkirakan
memiliki kemungkingan untuk dapat menghasilkan paten
dan hak cipta, maka didalam naskah kerjasama harus
secara jelas, dan tertulis hakx dan Xkewajiban masing-
masing pihak dalam menindaklanjutl temuan tersebut.

2. Prosedur

pitinjau dari lembaga, dan sumber pembiayaan kerjasama,
prosedur kerjasama dibedakan untuk

a. Kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia dengan
perguruan tinggi di luar negeri dengan biaya dari
masing~masing perguruan tinggi.

b. Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesiaz dengan
lembaga/organisasi di luar negeri, dengan biaya dari
lembaga/organisasi di luar negeri. Sebagail penjelasan
dari Prosedur kerjasama, pada lampiran pedoman ini
disajikan bagan tata aliran kerja / prosedur kerjasama,
Prosedur kerjasama, yang disajikan dalam bagan/tata
aliran kerja dapat dilihat pada }ampiran pedoman ini.

1) Prosedur Kkerjasama antar peguruan tinggi di
indonesia dengan perguruan tinggi di 1luar negeri
dengan biaya dari masing-masing perguruan tinggi
adalah sebagai berikut:

a) Perguruan tinggi mengajukan usulan kerjasama ke
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melalui
pirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan
melampirkan :



<)

a)

1. Kegepakatan sementara untuk melakukan kerja
sama;

2. Dokumen-dokumen penunjang (ringkasan kerja
sama, TOR, dan lain-lain);

3. Draft naskah perjanjian luar ngeri {KPLN);

4. Rekomendasi Koordinasi Kopertis bagi perguruan
tinggi swasta,

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setelah
meneliti dan mempelajari usulan kerjasama, maka
jika dinilai memenuhi persyaratan akademis dan
administrasi meneruskan permohanan tersebut
kepada Sekretariat Jenderal Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Biro
Kerjasama Luar Negeri.

Persyaratan akademis dap administrasi yang harus
dipenuhi adalah :

1. Kesesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan
Perguruan Tinggi:

2. Kesesuwajan dengan tingkat perkembangan
Perguruan tinggi;

3. Kesasuaian dengan rencana rengembangan
perguruan tinggi;

4. Resesuaian dengan bidang ilmy Yang ada
diperguruan tinggi;

5. Kelengkapan dokumen pengusulan.

Sekretariat Jendaral Departemen Pendidikan dan
Rebudayaan, setelah meneliti dan mempelajari
keadaan tersebut, maka jika dipandang memenuhi
pPersyaratan administrasi, meneruskan permohonan
tersebut kepada Sekretariat Kabinet RI.

Persyaratan administrasi vang dimaksud antara
lain ;
1. Kelengkapan dokumen pengusulan.

2. Rekomendasi/persetujuan Dirjen Pendidikan
Tinggi.

Sekretariat Xabinet RI setelah - berkongultasi
dengan Bappenas dan instansi lain yang terkait,
memberikan persetujuan  yang ditujukan kepada
Sekretariat Jenderal Depdikbud.
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8) Berdasarkan persetujuan Sekretariat RKabinet RI
maka pihak-pihak vang bersangkutan menanda
tangani naskah kerjasama dan copy perjanjian
keriasama tersebut disampaikan kepada

1, Sexretariat Kabinet RI;
2. Rappenasn;

3. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan
Febudayaan;

4, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2} Prosedur Xerjasama antar parguruan tinggi di
Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri dengan
biaya c¢ari lembaga lain di luar negeri, dilakukan
malalui tahap-tahap sebagai berikut:

(2) Tahap pengusulan yaitu

1., Perguruan tinggi mengajukan usulan kerjasama/
bantuan xepada Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggl dengan melampirkan

a) Diskripsi provek Project Desription vyang
lengkap dan jelas sesual format yang
ditentukan,

b) Kerangka acuan (Term of reference} sesual
dengan format yang ditentukan.

¢) Dokumen pendukung yang menunjukkan
kesediaan bekerjasama dari kedua belah
pihak.

Penyampaian berkas pengusulan ke Direkterat

Jenderal Pendidikan Tinggi gpalambat-
lambatnya pada akhir bulan Agustus setiap
tahun.

2., Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
setelah meneliti dan mempelajari usulan
xerjasama, jika memenuhi persyaratan akadenis
dan administrasi meneruskan petmohonan
tersebut kepada Sekretariat Jenderal
pepartemen Pendidikan dan FRebudayaan dalam
bentuk usutlan buku  biru {Blue Book}
Direktorat Jenderal Pendldikan Tinggi.



{c)

Persyaratan akademis dan administrasi Yang
harus dipenuhi sasuai dengan persyaratan yang
diatur pada ketentuan butir (1} Thuruf {b)
nemer 1 s/d 5.

Batas waktu penyampaian usulan Buku Biru
{ Blue Book )} ke Sekretariat Jenderal
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah
pada akhir bulan September setiap tahun.

3. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, meneliti dan mempelajari
usulan tersebyt. Usulan Yang disetujui
disusun dalam buku biru Departemen Pendidikan
dan Febudayaan, dan diteruskan ke Bappenas.
Batas waktu penyampaian usulan ke Bappenas
adalah pada akhir bulan Februari.

4. Usulan yang disetujui Bappenas dicantumkan
dalam buku biru/ {Blue Book) vyang terbagi
dalaim List of Technical Assistance dan List
of Project, wuntuk ditawarkan kepada pihak
luar npegari.

5. Pihak luar negeri yang berminat Pada usulan
Yang tercantum dalam buku birg manghubungi
Famerintah RI untuk malakukan Fenjajagan dan
nagosiagl,

Tahap penjajakan dan negosiasi sebagai berikut

1. Tahap penjajakan merupakan persiapan untuk
negosiasi. Pihak luar negerli diwakiii oleh
suatu misi, dan pihak Pemerintah RI oleh
Setkab, Bappenas, dan Depdikbud. Pembicaraan
dalam penjajagan meliputi komponen~komponeﬁ
Yang akan ditangani dalam kerjasama.

2. Setelah ada kesepakatan. Pemarintah RI
menugaskan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan untuk menyampaikan usulan

kerjasama sebagai bahan negosiasi.

3. Negosiasi dilaksanakan oleh lembaga luar
negeri dengan pemerintah RI.

4. Hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk
"Naskah Perjanjian Eerjasama™.

Tahap pengesahan pelaksanaan kerjasama sebagai

berikut

1. Dirextorat Jenderai Pendidikan Tinggi
mengusulkan draft Naskah Kerjacama (project
Arrangement} dan dokumen proyek (Project
Document)} ke Sekretariat Jenderal Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
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TII.

2. Sekretariat Kabinet, setelah berkonsultasi
dengan Bappenas dan instansi lain terkait

mengeluarkan persetujuan draft naskah
kerjasama kepada Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi melalui Sekretariat

Jenderal Depdikbud.

3. Atas dasar persetujuan Sekretariat Kabinet
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
mengajukan permohonan surat kuasa {full
power) kepada Departemen Luar Negeri ‘melalui
Sekretariat Jenderal Depdikbud.

4, Departemen Luar Negeri mengeluarkan surat
kuasa kepada Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi.

5. Penandatanganan paskah kerjasama yang berupa
Exchange of Notes, Exchange of Latter,
Hemorandum of Understanding, Specific
Arrangement Project Arrangement, dll.

fd) Pelaksanaan Kerjasama

1. Tindak lanjut dari kerjasama adalah antarsa
lain penempatan tenaga &ahli, mendatangkan
peralatan, pengiriman karyasiswa, pelaksanaan
penelitian, pelaksanaan pembangunan gedung
dan pencarian dana.

2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang
dimaksud pada butir 1 tersebut diatas, akan
diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

SISTEH PELAPORAN

Sistem pelaporan terdiri atas :
i. Laporan berkala.

2. Laporan akhir.

Redua sistem pelaporan tersebut dilakukan baik dalam
kegiatan kerjasama yang sedang berjalan maupun kegiatan
pelaksanaan kerjasama berakhir.

taporan bherkala dilaksanakan pada tengah tahunan dan
tahunan, Laporan tengah tahunan disampaikan pada Dbulan
September, dan laperan tahunan disampaikan pada bulan Maret.
Bagi kerjasama yang jangka waktu pelaksanaannya dibawah 6
bulan maka penanggung jawab pelaksana hanya berkewajiban
menyampaikan laporan akhir pelaksanaan.
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Laporan pelaksanaan kerjasama harus dapat menggambarkan
kemajuan/hambatan palaksanaan baik secara figik maupun
kesuangan yang dibandingkan dengan target tahunan/menyoluruh
Yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan
administratif.

Bagi kerjasama yang akan berakhir, Penanggung jawahb
pelaksanaan kegiatan harus membuat laporan akhir pelaksanaan
Kegiatan dan evaluasi prelakesanaan yang dapat menggambarkan
tingkat keberhasilan kegiatan kerjasama tersebur,

Laporan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama akan menjadi
pertimbangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam
memberikan persetujuan/perpanjangan kerjasama jika kerjasama
torsebut diusulkan perpanjangannya.

Laporan berkala, laporan akhir dan evaluasi kerjasama

disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
IV. PENUTUTP

Dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan kerjasama antar

perguruan tinggi dengan perguruan tinggl dan/atau lembaga

lain 41 luar negeri akan lebih mempermudah dan memperlapncar

proses pelaksanaan kerjasama.

Hal~hal vang belum jelas akan diatur lebih lanjut dalam
potunjuk toknis.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
ted,

Sukadji Ranuwibardjo
NIP 130 120 324

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Drs. Sjamsu Alam Makka
NIP 130 537 920
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TATA ALIRAN KERJA PEHGAJUAN USULAN KERJA SAMA LUAR HEGERI

KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI
DENGAN

PERGURUAN TINGGI/INSTITUT/LEHBAGA LAIN DI LUAR NEGERI

[T PERGURUAN TINGGI PERGURUAR TINGGI
1 DI INDONESTIA LEMBAGA LAIN DI L

- DRAFT HASKAH
- PROPOSAL (TOR}
| - SURAT INDIRASI

-

SIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI |

BIHSARAK EIHLITABHAS[ DITHARA i GUTISEfJ

l

SEKRETARIAT JENDERAL DEPDIKBUD

BIRO KERSLUGRI

TRETANST [EERRETARIAT KABINET
| LATH : ’ N BAPPENRAS
,
| TERKAIT | i BIRO  KILN
PERSETUJTUAN
PENERINTAH RI
r
SEKIEN GITIEN DIKTI PERGURUAN TINGC
DEPDIKBUD

l

-

PERGURUAN TIKRGGI /
LEMBAGA LAIN DI LN

!

PENANDATANGANAN
HASFAH KERJA SAMA

!

[ HAGKAH KERJA SAHMA|
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TATA ALIRAK KERJA PEKRGAJUAN BANTUAN
LUAR NEGERI
PADA
LINGKURGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAX KEBUDAYAAN

A. TAHAP PERGUSULAN

PERGURUAN TINGGI/
KOPERTIS

PROPOSAL
— PROJECT AID ATAU
- TECHNICAL ASSISTANCE

-

ﬁ DIREKTORAT PERDIDIKAN TIRGGT

BIHSARAKIBINLITABHAS [ DITHAWA ‘ DIT PBTS

l

-

l SERRETARIAT JENDERAL DEPDIKZUD

l RORKERSLUGRI I

B

J BAPPEUNAS

L | 81r0 prxsuD | x ® ¢ '

+

LIST OF TECHNICAL ASSISTANCE {TA)
AND
LIST OF PROJECT AID (PA)
{BLUE BOOK)

l
!

l DO HOR f
TA

- BA

SIDANG
IGG1
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[ DONGOCR ]
|

[ HIST PERJAJAGAN }————-*————1
i SEKRETARIAT KABIHET|
PERGURUAR SEKRETARIAT
TINGSI T_- pDIRTI 1 JENDERAL ;

|

HASIL PERUKDINGAK/

PENJAJAGAN

-~ v

[SEXRETARIAT KABIRETH SEKRETARIAT JENDERAL]

————{ AGREED MINUTES }_—-ﬁu———l
[SEERETARTAT JEHRDERAL]
DOHCR

{ DITJEN DIKTI |

DRAFT PROJECT
DOCUHENT

_——~——ir§ERGURUAN TINGGI}— DITJEN DIKTI

[ SERRETARIAT KABIRET |——~————SEKRETARIAT JENDEE

PERSETUJUAN
PEHERINTAH RI

I

DRAFT PROJECT
ARRANGEMENT

|




B. 2 TAHAP PERUNDINGAK AIAU NEGOSIASI URTUX PROJECT PROPOSAL

1l

PEHERTNTAN RI

BAPPENAS
DOROR

BANK INDOHESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN

DEPDIKBUD

|

———H-——f PERUKDINGAN p

r MAGREED HIHUTEST

NASKAH PERJANJIAN
LUAR NEGERI /
LOAN  AGREEMENT

r PELAKSANAAN
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C. TAHAP PERANDATAKGANAN UNTUK BARTUAN TEKNIK

DRATT PROJECT
ARRANGEHENT

DITJEN DIKTI

BAPPENAS || SEKRETARIAT KABINET SEKRETARIAT JENDERAL
BAPPENAS |e&— SERRETARIAT KABINET

DRAFT PROJECT

ARRANGEHERT

DITJEN DIKTI

SEKRETARIAT JEKDERAL

PERHOHONAR
FULL POWER

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL

FULL POWER

DITJEN DIRTI

PENANDATARGANAN
PROJECT ARRANGEMENT

PROJECT ARRANGEHENT

EXCHAKGE OF HOTES
EXCHARGE OF LETTERS
HOoU
SPECIFIC ARRANGEMENT
PROJECT ARRARGEMENT
. L. L.
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